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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Penegakan hukum merupakan salahsatu isu strategjeam d penyelenggaraan
pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokAhlam kerangka tata kelola
pemerintahan yang bailggod governande penegakan hukum bahkan menjadi salahsatu
prinsip yang harus dilaksanakan bila suatu penadant ingin dikategorikan sebagai
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembentukleum melalui proses legislasi yang
transparan dan partisipatif juga turut menjadip@&merintahan yang demokratis.

Demikian pula dengan wacana hak asasi manusia (HABhjadi isu strategis lain
yang menjadi ciri dari pemerintahan yang demokr&engakuan akan HAM menunjukkan
adanya penghargaan akan keberagaman identitas imaselsngga setiap warga masyarakat
memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan petadan.

Pembentukan dan penegakan hukum HAM memiliki rateategis karena berkaitan
dengan legitimasi pemerintah. Kekuasaan yang dglerpemerintah melalui mekanisme
pemilihan yang berbasis kedaulatan rakyat selayguthjabarkan dalam kewenangan dan
hukum yang melandasi kewenangan tersebut. Hukupetser penting sebagai aturan main
yang membatasi kekuasaan dan mengarahkan penggkelazasaan agar tidak sewenang-
wenang dan melanggar HAM. Di sinilah pembentukan ganegakan hukum berkaitan
dengan HAM.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawat Balam pembentukan dan
penegakan hukum HAM ini disebabkan oleh adanyaeuadn persepsi terhadap konsep
hukum HAM itu sendiri, sebagai akibat perbedaararlabelakang kepentingan dan
pemahaman. Perbedaan persepsi ini bila tidak dé&elengan baik akan berdampak pada
sulitnya upaya penegakan hukum HAM. Sementargaitoinan kepastian hukum merupakan
salahsatu faktor penting yang diperlukan dalam mpgaican stabilitas yang kondusif bagi
pembangunan daerah.

Selain itu, Jawa Barat juga masih menghadapi seajungermasalahan dalam
pembentukan hukum HAM di daerah, antara lain sal@egiut:

a. perbedaan persepsi terhadap konsep hukum HAM

b. kecenderungan proses pembentukan perda yang nedsih partisipatif



c. masih banyak terdapat perda yang belum berpihak keygentingan publik

d. masih terdapat penegakan hukum yang belum berasiergada keadilan dan
kepastian hukum

e. aparat hukum yang belum ditunjang oleh sarana darajgmen yang optimal
tingginya kasus pelanggaran HAM, antara lain pemdggn orang; penyelesaian
sengketa terkait akses terhadap sumberdaya alanpetenasalahan lain yang belum
tuntas tertangani.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segearsgalii agar ada peningkatan
kepastian hukum di Jawa Barat. Upaya ini tidak hamgnjadi tanggung jawab pemerintah
dan aparat penegak hukum, tapi juga harus melibadeduruh komponen masyarakat.
Karena itu, perlu dilakukan pemetaan mengenai Bejana tingkat pengetahuan dan
pemahaman atau persepsi masyarakat tentang hukuvh didawa Barat. Selain itu, perlu
juga ditelusuri bagaimana implementasi pembentukam penegakan hukum HAM yang

selama ini dilakukan di Jawa Barat.

1.2 Identifikas dan Rumusan M asalah
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di ataka mpengkajian ini difokuskan
untuk menjawab identifikasi masalah sebagai berikut
1. Bagaimana tingkat pengetahuan, pemahaman, penghayatan kepatuhan
masyarakat Jawa Barat tentang konsep hukum HAM?
2. Bagaimana keterkaitan antara pembentukan hukum aiva JBarat dengan
pembentukan hukum di tingkat nasional?
3. Bagaimana desain kebijakan mengenai bentuk penegak&kum HAM yang

seharusnya diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan dan K egunaan
1.3.1 Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, penghmgydda kepatuhan masyarakat

Jawa Barat tentang konsep hukum HAM.



1.3.2

Menganalisis keterkaitan antara pembentukan hukulawia Barat dengan di tingkat
nasional.
Merumuskan desain kebijakan mengenai bentuk peaegdlikum HAM yang

seharusnya diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat

K egunaan Pengkajian
Pemetaan yang dihasilkan melalui kegiatan ini dapahjadi salahsatu bahan

masukan dalam perumusan kebijakan strategis Peaterirovinsi Jawa Barat, khususnya

dalam menentukan kebijakan pembentukan dan penedmaikaam HAM yang terintegrasi di

Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

14.1

Batasan-batasan Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada pokok kajian menggmenetaan tentang pemahaman

dan persepsi masyarakat mengenai pembentukan dagge&n hukum HAM di Jawa Barat.

Pemetaan yang dimaksud adalah gambaran mengeglattipemahaman, tingkat persepsi,

dan sinkronisasi antara hukum di daerah dan ditpsshingga menghasilkan gambaran

mengenai penegakan hukum HAM di Jawa Barat.

Kajian ini ditinjau dari berbagai perspektif, yakn

Perspektif Pemerintahan: berfokus pada prosesldsgidan pembentukan hukum,
serta keterkaitan antara hukum di daerah dengapudat. Selain itu, analisis

mengenai penegakan hukum yang terkait dengan sdean@rasarana kelembagaan

juga dikaji melalui perspektif ini.

. Perspektif Hukum: berfokus pada pembentukan daegskan hukum serta isu-isu

HAM yang strategis di Jawa Barat.

Perspektif Sosial-Budaya: berfokus pada budaya mulkang ada di masyarakat
untuk menganalisis sejauhmana persepsi dan pemahaukam (kesadaran hukum)
dan HAM di Jawa Barat.

Disadari bahwa lingkup permasalahan hukum HAM sakganpleks dan banyak

bentuknya. Oleh karena itu pemetaan ini dibatadaidang-bidang yang dipandang sangat

urgent, khususnya di Jawa Barat, sebagaimana jeggdi focus perhatian dalan RANHAM
Provinsi Jawa Barat 2004- 2009, yakni:
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Hukum HAM bidang lingkungan
Hukum HAM bidang ketenagakerjaan, termasuk burudram;
Hukum HAM bidang pendidikan
Hukum HAM bidang kesehatan

Penger tian-pengertian Dasar

. Hukum merupakan keseluruhan azas-azas dan Kkaidddikayang mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat yang melipula dembaga-lembaga
(institutiong dan proses-proseprpcesses untuk mewujudkan berlakunya kaidah-
kaidah itu dalam kenyataan.

Hak asasi manusia merupakaeperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Med@a dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tingtan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehorns®eta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

Pembentukan hukum HAM merupakan upaya merealigasikaan tertentu, dalam
arti  mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan periladlalam konteks
kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengasatsmakan kaidah-kaidah
hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masgtiu badan pemerintahan
dalam bidang-bidang yang terkait dengan pemenulaahak dasar manusia di
bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Penegakan hukum HAM merupakan upaya melaksanakastasisi yang termuat
dalam kebijakan (produk hukum) secara umum dan jdemn-kebijakan yang
mengatur pemenuhan hak-hak dasar di bidang poétknomi, dan sosial budaya
dengan memperhatikan faktor-faktor substansi huksomberdaya hukum, dan
budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat.

Keterkaitan penegakan hukum dengan pembentukan mhukAM merupakan
gambaran interrelasi antara proses pembentukamh@&w making procegsproses
sosialisasi hukumldgw illumination process dan proses penegakan hukukaw(
enforcement procepsyang diindikasikan dari dimensi akademik (pembkan
hukum), dimensi administratif (pelaksanaan/penegakakum), dan dimensi sosial

politik (sosialisasi hukum).



1.4.3 Pendekatan Kerangka Teori

Pemerintahan pada hakikatnya dibentuk untuk menjaerwujudnya tertib sosial
(social ordej dalam hubungan antar manusia, baik sebagai thdivkelompok, maupun
masyarakat. Dalam interaksi sosial, potensi munyeukonflik sangat besar karena setiap
orang cenderung untuk mempertahankan kepentingaryali Untuk mencegah agar upaya
pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mengarah paslslogisi manusia atas manusia
lainnya, maka dibentuklah hukum atau peraturantpera sebagai aturan main yang menjadi
pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku. Pemigan dan penegakan hak asasi
manusia tidak terlepas dari adanya asumsi bahwatekadi atau akan ada pelanggaran hak
asasi manusia. Oleh karena ada kekhawatiran teymdbelanggaran terhadap hak asasi
manusia, maka harus diupayakan agar hal itu tiesladi. Seandainya terlanjur terjadi
pelanggaran HAM, maka harus dihentikan agar tidaabhgsung lama atau tidak terulang
lagi. Salah satu upayanya adalah dengan melakukidingungan dan penegakan hak asasi
manusia.

Menurut Richard Bennktada tiga faktor penyebab utama terjadinya pelragghak
asasi manusia, yakni pembagian kekuasaan yang seiakbang, masyarakat warga yang
belum berdaya, serta masih kuatnya budaya feodal pdéernalistik dalam masyarakat.
Ketiga faktor tersebut, pada gilirannya, memunaulkaraktik-praktik penyalahgunaan
kekuasaan. Dengan demikian, terjadinya pelangghsknasasi manusia bukanlah sesuatu
yang terjadi dengan sendirinya tetapi karena addaktor-faktor tersebut di atas. Pada
berbagai tingkat dan lingkungan kehidupan dapat ®ajadi pelanggaran hak asasi manusia
sesuai dengan tingkatan atau lingkungannya. Semaiggi kedudukan salah satu pihak
semakin besar peluang untuk melakukan pelanggaaéinakasi manusia terhadap pihak
lainnya. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa yangalanelakukan pelanggaran HAM adalah
mereka yang memiliki kekuasaan tertentu. Rakyatsebipun dapat saja melakukan
pelanggaran HAM jika tindakannya nyata-nyata beategan dengan harkat kemanusiaan.

Memang diakui semakin luas kekuasaan yang dimii&lah satu pihak akan
cenderung semakin terbuka lebar yang bersangkutakokan pelanggaran hak asasi
manusia. Terlebih lagi jika pihak yang dilanggalak memiliki posisi tawar yang seimbang

dengan pihak yang melakukan pelanggaran, sehiragg gkhirnya kekuasaan yang dimiliki

! Richard Bennet. “Organisasi-organisasi yang Beéakailengan Hak Asasi Manusia di Selandia Baru”amal
Candra Gautama dan B.N. Marbun (eds). 26k Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang 8ark
Masyarakat WargaJakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, f&l.
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tadi semakin membuka peluang untuk terjadinya pglaran hak asasi manusia. Menurut
Bennet, kekuasaan di sini tidak semata-mata menunjuk jraélaasaan pemerintah, tetapi
juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang ada di dateasyarakat, termasuk di dalam
perusahaan. Dengan kata lain, setiap elemen dimdateasyarakat kita, bila memiliki
kekuasaan, cenderung untuk menyalahgunakannyah liyiatng menurut Bennet sebagai
pelanggaran hak asasi manusia secara vertikal aldgohtal di mana pelakunya mencakup
militer, pemerintah, pengusaha, majikan dan makgaramum. Pelanggaran itu tidak hanya
terjadi di wilayah publik, tetapi di wilayah privaeperti keluargaDengan demikian tidaklah
benar seluruhnya jika hanya pemerintah atau peagusaga yang dapat melakukan
pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap pihak atau kelompok dapat saja
melakukan pelanggaran hak asasi manusia sesuaamé@agasitasnya masing-masing dan
sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya.

Tidak kalah menarik dari apa yang dikemukakan d@ehnet, adalah bahwa dalam
berbagai kajian tentang HAM, berbagai pelanggatanpain kegagalan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan HAM adalah atas dasar perentagasmissioh atau pembiaran
(ommissioh Pelanggaran dengan perencanaamgnissioh kurang lebih dapat dikatakan
bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat ataupurratiaesecara terencana dan sistematis,
sengaja bertindak untuk melakukan suatu pelanggdfavi, melalui aparatnya. Sementara
itu, pembiaran gmmissioh kira-kira adalah tidak bertindaknya negara teapaterjadinya
suatu pelanggaran HAM, atau dari pembiaran tersebuagakibatkan gagalnya negara dalam
pemenuhan kebutuhan HAM.

Untuk itulah perlu adanya upaya perlindungan daregakan hak asasi manusia agar
pelanggaran HAM dapat ditekan seminimal mungkinkbahkalau mungkin dihilangkan
sama sekali. Upaya untuk meminimalisasi adanyangglran HAM merupakan tugas dan
tanggung jawab semua pihak. Keterlibatan semu&pmlalam masalah ini akan memberikan
sumbangan dalam upaya perlindungan dan penegakdh Hillaklah mungkin jika salah
satu pihak melakukan perlindungan dan penegakan It&adpi di lain pihak ada pihak-pihak
tertentu yang melakukan pelanggaran HAM. Jika hakerjadi, maka upaya perlindungan
dan penegakan HAM akan menjadi sia-sia dan tidakemekan hasil yang memuaskan.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada awalnya hanya berkerdgengan bidang sipil dan

politik (Covenant on Civil and Political Rightsyang menitikberatkan pada prinsip

2 Bennetop.cit, hal. 91.
% Bennetop.cit, hal. 91.



kebebasan, sehingga sering disebut sebagai HAMtihedeeedom from Kemudian
berkembang ke generasi kedua, yaitu HAM di bidaogias, ekonomi dan kebudayaan
(Covenant on Economic, Social and Cultural Rijjlgtang bertumpu pada aspek HAM positif
(freedom forlHAM generasi kedua ini dilandasi oleh prinsip peraan. Sejalan dengan
perkembangan konsep negara hukum, dimana negaak fédi hanya sebagai penjaga
ketertiban melainkan bertanggung jawab untuk meka@jukesejahteraan umuilpublic
services).Kemudian muncul HAM generasi ketiga yang berupa $alidaritas kelompok,
termasuk di dalamnya adalah hak atas pembangumamattaatas lingkungan yang baik.

Konsekuensi dari HAM generasi ketiga ini adalah oullmya asas tanggung jawab
negara (state responsibility principles)yang melahirkan kewajiban bagi pemerintah,
termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah, untuk memesegala kebutuhan masyarakat.
Dalam upaya tersebut tersirat adanya kewajiban petake untuk melakukan perlindungan
dan penegakan HAM serta penegakan hukum. Keterkaittara HAM di satu pihak dengan
hukum di lain pihak sangat erat. Di satu sisi pakag hukum merupakan sarana penegakan
HAM dan di lain pihak penegakan HAM harus dilakukaelalui penegakan hukum.

HAM yang digolongkan ke dalam ketiga generasi irenmrut Roy Gregory dan
Philips Giddings, adalah merupakan hak substastifogtantive righds Penamaan ini
diberikan sejalan dengan penggolongan hak lairu y@ak proseduralpfocedural right3.
Hak yang disebut terakhir ini dapat dikatakan sabagra seseorang untuk mencapai hak
subtantif’ Lebih lengkap dikatakan bahwa hak prosedural apat dibagi ke dalam dua
bagian.Pertamahak warga atas administrasi yang baigl{ts to good administratignyaitu
hak menerima perlakuan adil, pantas, fair, dan lpgrmerhatian dari pejabat publik dalam
kaitan dengan hak substantffeduga hak untuk menyampaikan keluhan/keberatha (ight
to complair), didengar the right to be heand dan mendapat tindakan perbaikan apabila
seseorang mendapat kerugian akibat tindakan pepaldik (he right to have corrective
action).

Pelaksanaan HAM, terutama yang terkait dengan ha&edural tersebut menuntut
adanya hak untuk dilayani oleh pemerintahan yan§ dan bertanggung jawafgood
governance)Berbicara mengenai penegakan hukum berarti begbroangenai suatu proses.
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewunjukiEginan-keinginan hukum

menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keingimémginan hukum di sini tidak lain

* dikemukakan dalam makalah pada acara PengukumitieFRANHAM Kota Cirebon dan sosialisasi HAM,
Susi Dwi Harijanti, 26 Juli 2007.
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adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undamy dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. Lebih lanjut menurut SatjiR@ahardjo, hukum terutama dapat dilihat
bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskamseeksplisit. Di dalam kaidah-kaidah

atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandungdakan-tindakan yang harus

dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan rhuku. Perumusan pikiran pembuat

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akant tmenentukan bagaimana

penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataaosgs penegakan hukum itu memuncak
pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak huksendiri. Dengan kata lain, terdapat
keterkaitan antara penegakan hukum dengan implesiekébijakan publik, karena pada

dasarnya kebijakan publik adalah produk hukum.

Hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleharbddgislatif sebagai badan
perwakilan politik diwujudkan dalam bentuk undangdang dalam arti luas. Oleh ilmu
hukum undang-undang dalam arti luas ini dipandaetzpgai “produk hukum”, sedangkan
oleh ilmu administrasi publik dipandang sebagaiije&ghn-kebijakan negarapdlicies,
rencana-rencana negarplapy, keputusan-keputusan negamdedisiony, dan perintah-
perintah negaraotders yang harus dilaksanakan oleh administrasi pugghagai institusi.
Bentuk kebijakan publik tersebut di atas, dalaratatkebijakan publik diposisikan sebagai
kebijakan politik political policy)® atau policy level Kebijakan ini memuat tujuan dan
sasaran yang masih umum dan dasar-dasarnya saja, tigak bisa langsung
diimplementasikan. Sehubungan dengan hal ini, wmit-administratif sebagai pelaksana,
berdasarkan otoritas dan kapasitas administratig ydimiliki harus melakukan berbagai
tindakan dan perbuatan, mulai dari pengambilan j&edn/keputusan administratif,
pelaksanaan kebijakan/keputusan, pengawasan darilaigen (hasil) pelaksanaan
kebijakan/keputusan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses databijakan publik yang
mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam pnghtikimplementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang begitu kompleks baidanjarang bermuatan politis karena
adanya intervensi dari berbagai kepentindarmplementasi kebijakan menyangkut (minimal)
tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaranaemn; (2) adanya aktivitas atau kegiatan

pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatahekasilan suatu implementasi kebijakan

® Atmosudirdjo, 1976. him. 284
5Gladden dalam Tjokroamidjojo, 1974; Abdulrachma@id
" Broomley, 1989 him.32



dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapajaan hasil akhirqutpu), yaitu tercapai
atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakdward lll, terdapat empat
variabel yang sangat menentukan keberhasilan inguleasi suatu kebijakan, yaftu¢l)

komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dansfd)ktur birokrasi.

Gambar 1.1

Model Direct and Indirect | mpact on | mplementation

KOMUNIKASI

—

SUMBER DAYA

A

—»  IMPLEMENTASI

A

A
A
DISPOSISI

I

STRUKTUR
BIROKRASI

Sumber: dalam Agustino, 2006

Variabelpertamayang mempengaruhi keberhasilan implementasi datuskebijakan,
adalahkomunikasi Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan kelsdéam pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implertesi yang efektif baru akan terjadi
apabila para pembuat keputusdedision-makepssudah mengetahui apa yang akan mereka
kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mergk&akebaru dapat berjalan manakala
komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga sé&egutusan kebijakan dan peraturan
implementasi harus ditransmisikan (atau dikomurikeag kepada bagian personalia yang
tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasilgm harus tepat, akurat, dan konsisten.
Komunikasi (atau pentransmisian informasi) dipeslukagar para pembuat keputusan dan
para implementor semakin konsisten dalam melaksenaletiap kebijakan yang akan
diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikgdng dapat dipakai (atau digunakan)

dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasetaut, yaitu:

8 Agustino, 2006



Transmisj penyaluran komunikasi yang baik akan dapat mesilifam suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang tfrj@lalam penyaluran
komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskidmasiy, hal tersebut
disebabkan komunikasi telah melalui beberapa ti@gkairokrasi, sehingga apa

yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksanajakdn Gtreet-level-
bureuacraty harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigndua).
Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu mermrgimal implementasi, tetapi
pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhleksibilitas dalam
melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang laih,tdraebut justru akan
menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh jdiem yang telah
ditetapkan.

Konsistensiperintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatoukikasi harus
konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalahk Karena jika perintah yang
diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menirahulkebingungan bagi

pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktokkeduayang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu

kebijakan adalahsumberdaya Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam

mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikadikator yang digunakan untuk

melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan deagadan baik, yaitu:

a.

Staf sumberdaya utama dalam implementasi kebijakafaladdaf/pegawai atau
lebih tepatnyastreet-level bureaucrats Kegagalan yang sering terjadi dalam
implementasi kebijakan, salah satunya disebabkeh siaf/pegawai yang tidak
mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di lgdga. Penambahan jumlah
staf dan implementor saja tidak cukup menyelesagaroalan ketidakberhasilan
implementasi kebijakan, tetapi diperlukan pula kempan staf dengan keahlian
dan kemampuan vyang diperlukan (kompeten dan kapakdhlam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakaams tygng diinginkan oleh

kebijakan itu sendiri.

Informasi dalam implementasi kebijakan informasi mempurlgs bentuk, yaitu

pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksan&khijakan.
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Implementor harus mengetahui apa yang harus mdagkkan di saat mereka
diberi perintah untuk melakukan tindakanKedua informasi mengenai data
kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturamedalasi pemerintah yang
telah ditetapkan. Implementor harus mengetahukaparang lain yang terlibat

di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuhdeghaukum.

c. Wewenangpada umumnya kewenangan harus bersifat formal@ayantah dapat
dilaksanakan.  Kewenangan merupakan otoritas aggitinhasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditatagecara politik. Ketika
wewenang itu nihil, maka kekuatan para implememtbrmata publik tidak
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan prosg®elementasi kebijakan.
Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenangné& tersebut ada, maka
sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivkasenangan. Di satu pihak,
efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanagalementasi kebijakan;
tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut miada wewenang diselewengkan
oleh para pelaksana demi kepentingannya sendini akami kepentingan
kelompoknya.

d. Fasilitas fasilitas fisik juga merupakan faktor penting atal implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yangencukupi, mengerti apa
yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang kintelaksanakan tugasnya,
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran@i@earana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implemenktabijakan
publik, bagi George C. Edward lll, adalaisposisi Disposisi atau sikap dari pelaksana
kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam peatiek mengenai pelaksanaan suatu
kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakayin efektif, maka para pelaksana
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dikakukan tetapi juga harus memiliki
kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalsktikpsea tidak terjadi bias. Hal-hal
penting yang perlu dicermati pada variabel disposigenurut George C. Edward 3

adalah:

® Dalam Leo Agustino. 200@olitik dan Kebijakan PublikBandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit
Unpad, hal. 157
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a. Pengangkatan birokratdisposisi atau sikap para pelaksana akan menkaiul
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implemekeagakan bila personil
yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakamy yhimginkan oleh pejabat-
pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengatak personil pelaksana
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki deslik@da kebijakan yang telah

ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan avarg

b. Insentif Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yaegratikan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksareh attrigan memanipulasi
insentif. Pada umumnya, orang bertindak menurpekngan mereka sendiri,
maka memanipulasi insentif oleh para pembuat Kednijanempengaruhi tindakan
para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambaltukgan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang mempaed pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukebagai upaya memenuhi

kepentingan pribadsglf interestatau organisasi.

Variabel keempat menurut Edward 1ll, yang mempengaruhi tingkat deblsilan
impelementasi kebijakan publik adalatnuktur birokrasi Walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau péakspea kebijakan mengetahui apa yang
seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan umtelieksanakan suatu kebijakan, tetapi
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksdau terealisasi masih tetap ada karena
terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasibijekan yang begitu kompleks menuntut
adanya kerjasama banyak orang, ketika struktukizied tidak kondusif pada kebijakan yang
tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberexgaya menjadi tidak efektif dan
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagkiksana sebuah kebijakan harus dapat
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secargikpa@engan jalan melakukan

koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerjakstir birokrasi/organisasi ke
arah yang lebih baik, adalah melakuk&tandard Operating Prosedurg$SOPS) dan
melaksanakarfragmentasi SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungRirgara
pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratoibat) untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar digetgpkan (atau standar minimum yang

dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragsierstdalah upaya penyebaran
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tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitassalit pegawai di antara beberapa unit
kerja.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusialaintlya dan dengan demikian
akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukudakibisa tegak dengan sendirinya,
artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendirjijmji serta kehendak-kehendak yang
tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itoji 3@n kehendak seperti itu, misalnya
adalah, untuk memberikan hak kepada seseorangk ungngenakan pidana terhadap
seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dagaepa.

Penegakan hukum dengan demikian merupakan fungsibdierjanya pengaruh-
pengaruh tersebut. Kita tidak bisa menutup mataatiap kenyataan, bahwa para penegak
hukum pada praktiknya bertindak dalam kategori reeEndan bukan sebagai jabatan. Para
individu yang saat itu berada dalam posisi jabatanakan cenderung untuk memberikan
penafsirannya sendiri terhadap tugas-tugas yang ltilaksanakannya sesuai dengan tingkat
dan jenis pendidikannya, kepribadiannya dan maaitydk faktor pengaruh yang lain lagi.
Oleh karena itu menjadi tidak aneh apabila oranggatkan, bahwa bagaimana hukum itu
dijalankan sehari-harinya merupakan satu mitos datos itu setiap hari dibuktikan
kebohongannyd Yang dimaksud dengan mitos di sini adalah peridapag, bahwa hukum
itu dijalankan persis sama dengan apa yang temncedalam peraturannya; padahal dalam
kenyataannya, antara ketentuan yang tercantum depgtaksanaannya terlalu sering
terdapat perbedaan. Kita tidak akan dapat mengkagalah itu dengan seksama apabila
pembicaraan kita tidak menukik sampai kepada umsurusia yang menjalankan penegakan
hukum itu.

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsesgjxalan dengan demikian
boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. &amd kelompok yang abstrak ini
termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukurkdaranfaatan sosfal Penegakan hukum
bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiriisentelainkan mempunyal hubungan
timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Olalera itu, dalam membicarakan
masalahnya kita sebaiknya tidak mengabaikan pemaszinamengenai struktur masyarakat
yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalamu soetsyarakat mempunyai
kecenderungannya sendiri yang disebabkan olehtstrolasyarakatnya. Struktur masyarakat

ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan aamsosial yang memungkinkan

10 Chambliss/Seidman, 1971 : 3.
1 Radbruch, 1961:36 dan seterusnya.
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penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikambatan-hambatan yang
menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurapgidijalankan dengan seksama.
Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenaegakan ide-ide serta konsep-konsep,
maka dapat dirumuskan bahwa penegakan hukum menugaiatu usaha untuk mewujudkan
ide-ide yang dituangkan dalam peraturan hukum rdefjnyataan, dalam arti hukum atau
peraturan itu ditaati oleh masyarakat. Proses gadan ide-ide ini, dalam pelaksanaannya
dapat juga mengalami hambatan karena terjadi pgdaag atau ketidakpatuhan, sehingga
terjadi proses penegakan melalui jalur pengadilderubahan paradigma dalam
pemerintahan, dari yang semula bersifat sentdalis® pemerintahan yang bersifat
desentralistik dengan otonomi daerah yang luaskiigt bergesernya bobot tanggung jawab
pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Peméridtaerah. Artinya dalam konteks
penegakan HAM generasi ketiga sebagaimana telalasjan di atas, Pemerintah Daerah
mempunyai peran yang dominan. Dengan kata laimguijombak saat ini, pelayanan publik
berada pada Pemerintah Daerah. Akan tetapi, kagdénansi pelayanan publik tersebut
sedemikian luasnya, maka penting untuk ditelitieksatau jenis pelayanan publik mana saja
yang dianggap oleh masyarakat sebagai HAM. Apakagapan masyarakat itu sama atau
berbeda dengan anggapan aparatur Pemerintah Dganghmemberikan jasa pelayanan
tersebut.

Di dalam banyak kasus di daerah, kerapkali upayeegekan hukum menjadi tidak
efektif karena dihadapkan kepada persoalan HAMaga&ibcontoh, berjualan di tempat yang
bukan pemiliknya (misal pedagang kaki lima) yanghggejala di wilayah perkotaan yang
jelas-jelas melanggar aturan (berupa Perda) padgat@annya sulit ditindak aparat karena
alasan bahwa mencari penghasilan/pekerjaan (aphlagisa sulit) adalah merupakan HAM.
Dalam kasus ini, aparat Pemerintah Daerah melitlatj konteks penegakan hukum
sementara pedagang kaki lima (PKL) melihat daritéks HAM. Aparat Pemerintah Daerah
menjadi ragu-ragu untuk bertindak karena tidak ryakalau penertiban PKL itu bukan
persoalan HAM.

Hal di atas menguatkan argumen Lawrence M. Friedingang menyatakan bahwa
untuk mewujudkan “kepastian hukum” dalam suatwesispemerintahan yang berlandaskan
hukum, paling tidak haruslah didukung oleh unswtursebagai berikut, yakni: (1) substansi
hukum, (2) aparatur hukum, dan (3) budaya hukunedRrtan mengatakan bahwa tegaknya

peraturan-peraturan hukum akan sangat bergantypag&e’budaya hukum” masyarakatnya.

121 awrence M. Friedman, 1984 ??
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Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budagamhuanggota-anggotanya yang
dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, linglam budaya, posisi atau kedudukan,
bahkan kepentingan-kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam mengkajibgetukan dan penegakan

hukum HAM, variabel dan indikator yang akan digusrakdalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Variabel dan Indikator
No. Variabe Indikator Penjelasan
1 | Pembentukan Hukum HAM Materi hukum HAM aapakah substansi memenuhi
persyaratan yuridis, filosofis,
sosiologis

b. kepentingan siapakah yang
dilindungi dengan pembentukan
hukum HAM tersebut

Struktur/lembaga pembenti| a. bagaimanakah kompetensi c

hukum HAM profesionalisme lembaga yang
membentuk hukum HAM

b. apakah pembentuk hukum
HAM dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingan

tertentu
Partisipasi masyarakat Partisipasi atau dukungan
masyarakat dalam pembentukan
Hukum HAM
2 | Penegakahukum HAM Materi Hukum HAM Bagaimanakah matehukum HAM

itu disosialisasikan atau
dikomunikasikan kepada publik
(Transmisi, kejelasan, konsistensi)
Struktur/lembaga  penegakBagaimanakah struktur penegak
hukum HAM hukum HAM, baik secara personal
maupun kelembagaan, menyangkt
hal-hal sebagai berikut:
Wewenang;
saranaffasilitas;
Ketanggapan;

Etos kerja;
Profesionalisme;
Integritas;

Koordinasi;

Standar operasional
prosedur;

i. Fragmentasi.
Kesadaran masyaral Pengetahuan, pemaham
penghayatan, dan kepatuhan
masyarakat Jawa Barat tentang
konsep hukum HAM

—

STerooo0ow
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum merupakan suatu upaya mereldisagijuan tertentu, dalam
arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perdakam konteks kemasyarakatan yang
dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidalakahukum yang diarahkan kepada
perilaku warga masyarakat atau badan pemerint&eah satu contoh konkrit pembentukan
hukum adalah pembentukan atau penyusunan pergiarandang-undangan. Menurut teori
perundang-undangan, penyusunan peraturan peruncdalaggan meliputi dua masalah

pokok, yaitu

1. Aspek Materiil/Substansialberkenaan dengan masalah pengolahan isi daru suat
peraturan perundang-undangan yang memuat asadas#aidah-kaidah hukum sampai
dengan pedoman perilaku konkret dalam bentuk atat@nan hukum. Pada bagian lain,
aspek materiil ini berkenaan dengan masalah pemkemtstruktur, sifat, dan penentuan
jenis kaidah hukum yang akan dirumuskan dalam pemtperundang-undangan.

2. Aspek Formal/Prosedural berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berlangsung dalam suatuwanggytentu. Pembahasan dalam
aspek formal terutama diarahkan pada upaya pemahterteadap metode, proses, dan
teknik perundang-undangan.

Aspek materiil dan aspek formal ini saling berhulam secara dinamis. Aspek
materiil yang memuat kaidah-kaidah memerlukan asfoeltnal agar pedoman-pedoman
perilaku yang hendak direalisasikan dalam bentukatpean perundang-undangan dapat
diwujudkan dan sekaligus memiliki legitimasi danyaaberlaku yang efektif dalam
kehidupan kemasyarakatan. Demikian pula sebalikegayah produk perundang-undangan
yang dihasilkan melalui aspek formal/proseduralgyserdiri dari metode, proses, dan teknik
perundang-undangan sampai menjadi aturan hukuntifpagar mempunyai makna dan
mendapat respek serta pengakuan yang memadailaakiyang terkena dampak pengaturan

tersebut memerlukan landasan dan legitimasi dapelasmateriil/substansial. Dengan

13 Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyan,Keterampilan Perancangan HukunBandung :
PT Citra Aditya Bakti, 1997.
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demikian, dalam penyusunan suatu peraturan pergagahangan, kita harus mampu
mengidentifikasi, memahami, dan merumuskan pelbagana hukum berdasarkan struktur,
sifat, dan jenis kaidah hukumnya. Kemampuan inilupaelimiliki agar dalam praktik

penyusunan peraturan perundang-undangan, produkmhylng dihasilkan itu sungguh-
sungguh memenuhi syarat sebagai kaidah hukum yamgatur perilaku masyarakat, baik

dari aspek materiil maupun aspek formal.
Misi pembentukan hukunm casuperaturan daerah adalah :

1. Memberi jalan guna memperlancar pembangunan mastara

2. Membangun masyarakat secara demokratis (mencegadampeilan keputusan yang
sewenang-wenang);

3. Mendorong/menciptakan pemerintahan yang beggbd governange

4. Menerjemahkan kebijakan menjadi peraturan perundadgngan yang dapat
dilaksanakan secara efektif.

Terdapat tiga metode entropic dalam pembentukaarhuyaitu :

1. Pluralisme;
2. Kriminalisasi
3. Penyaduran.

Ditambah satu metode mutakhir yaitu : Berdasarkéttafdan pengalaman.

Metode mutakhir ini berwujud dalam partisipasi n@sakat seperti yang diamanatkan
Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentu&eatiPan Perundang-undangan. Pasal
tersebut berada pada BAB X dengan judul Partisijdasyarakat yang berbunyi :
Masyarakat berhak memberikan masukan secara Iltsantertulis dalam rangka penetapan
maupun pembahasan rancangan undang-undang dangangaeraturan daerah. Penjelasan
Pasal 53 tersebut menyebutkan bahwa hak masyadakain ketentuan ini dilaksanakan
sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan PerwaRkkyat/Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Dalam rangka mengevaluasi apakah pembentukan hukusadah baik atau belum

terdapat metode evaluasi yang disebut “metode RO yaitu sebagai berikut :

1. Rule(R) = Peraturan (P)
2. Opportunity(O) = Kesempatan (K)

14 Ali AbdurrahmanLegal Drafting Roccipi2005.
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Capacity (C) = Kemampuan (K)
ProcesqP) = Proses (P)
Communication(C) = Komunikasi (K)

Interest(l) = Kepentingan (K)

N o o b~ o

Ideology(l) = Ideologi (1)
Peraturan sebagai pedoman perilaku yang dibuat ped pengemban kewenangan

hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atasumsnsur sebagai berikut:

a. subyek kaidah : menunjuk pada subyek hukum yanmaswk ke dalam sasaran
penerapan sebuah pengaturan.

b. obyek kaidah : menunjuk pada peristiwa-peristinaugberilaku apa saja yang hendak
diatur dalam aturan hukum tersebut.

c. operator kaidah : menunjuk pada cara bagaimana kolgédah diatur, misalnya
menetapkan keharusan atau larangan atas perilgkntte memberikan suatu hak atau
membebankan kewajiban tertentu.

d. kondisi kaidah : menunjuk pada kondisi atau keadgenyang harus dipenuhi agar suatu
aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestiny

Keempat unsur kaidah ini bersifat konstity#ng saling terkait dan secara bersamaan
akan menentukan isi dan wilayah penerapan/jangkdgatakunya suatu aturan hukum
tertentu. Dalam praktik perumusan suatu aturanureus keempat unsur struktur kaidah
tersebut di atas tidak harus tersusun secara banJymamun keempatnya harus ada dan dapat

diidentifikasi dalam setiap rumusan aturan/pasal.

Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peratyamundang-undangan
memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat digolongkanenjadi empat, yakni sifat umum-
abstrak, umum-konkret, individual-abstrak, dan widiial-konkret. Keempat sifat kaidah
hukum ini digunakan secara kombinatif dalam sua&ragpran perundang-undangan,
bergantung pada isi/substansi dari wilayah penergpagkaun berlakunya aturan hukum
yang bersangkutan. Kombinasi sifat aturan hukumsébagian akan ditentukan pula oleh
jenis peraturan yang terdapat dalam hirarkhi pematyperundang-undangan. Makin tinggi

tingkatan peraturan perundang-undangan, makinabdém umum sifatnya.

!> Nandang Alamsah Deliarnoor dan Ratna Nurhapatises dan Teknik Penyusunan Perundang-undgngan
Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbukaaiaf002, him. 6.9.
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Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah huldapat diidentifikasi

beberapa jenis kaidah hukum, yaitu sebagai berikut

1.

Kaidah Perilaky adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimaae&ius atau boleh

berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku grarang dalam kehidupan

masyarakat. Kaidah perilaku dalam realitas diwugudklalam berbagai bentuk, antara

lain :

1.1Kaidah Perintah : berisi kewajiban untuk melakukasuatu. Biasanya dirumuskan
dengan bantuan kata kerja “wajib” atau “harus” atagkapan “terikat untuk” atau
“berkewajiban untuk”.

1.2Kaidah Larangan : berisi kewajiban umum untuk tideddakukan sesuatu. Biasanya
dirumuskan dengan kata-kata “dilarang” atau “tidaleh” atau “tidak dapat”.

1.3Kaidah Dispensasi : berisi pembolehan khusus utiti?k melakukan sesuatu yang
secara umum diwajibkan/diharuskan; dispensasi myasaberkenaan dengan
penolakan atau pengecualian terhadap suatu periydaly dirumuskan dengan
peristilahan “dibebaskan dari kewajiban” atau “dik&likan dari kewajiban” atau
“tidak berkewajiban”.

1.4Kaidah Izin : berisi pembolehan khusus untuk melakusesuatu yang secara umum
dilarang atau tidak boleh dilakukan. Kaidah ini isgr dirumuskan dengan
menggunakan istilah “boleh” atau “berhak untuk’uatemempunyai hak untuk” atau
“dapat” atau “berwenang untuk”.

Kaidah Kewenangagnadalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapg yerhak

atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakiadah perilaku tertentu.

Fungsinya adalah untuk menetapkan siapa yang bangeontuk mengatur perilaku

orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidalaku itu ditetapkan dan

sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah haeuapkan jika dalam suatu kejadian

tertentu terdapat ketidakjelasan.

Dengan mengacu pada bidang-bidang hukum yang addalk kewenangan terbagi

dalam :

2.1Kaidah kewenangan publik :
2.1.1 Kewenangan bidang legislatif
2.1.2 Kewenangan bidang eksekutif
2.1.3 Kewenangan bidang yudikatif
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2.2Kaidah kewenangan perdata.

3. Kaidah Sanksiadalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis akibat-akibat hukum
tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuterhadap kaidah tertentu. Secara
umum kaidah sanksi memuat kewajiban untuk melakakam tidak melakukan sesuatu.

Menurut bidang hukum yang ada, kaidah sanksi tedegm :

3.1Sanksi Administratif : berhubungan dengan tindaklam kebijakan pemerintahan
yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin, pentian subsidi, baik secara
alternatif maupun kumulatif sepanjang memuat jeaissi yang berbeda.

3.2Sanksi Pidana : berkenaan dengan sanksi hukumam gapat dijatuhkan pada
pelanggaran kaidah hukum pidana.

3.3Sanksi Perdata : berkenaan dengan kewajiban untebayar sejumlah ganti
kerugian.

Sedangkan ditinjau dari tujuannya, kaidah sankgatldibagi menjadi dua, yaitu sanksi

yang bersifat reparatoir (kewajiban untuk melakugamulihan keadaan seperti semula)

dan sanksi yang bersifat condemnatoir berupa pérgathukuman badan dan/atau denda

dalam jumlah tertentu.

4. Kaidah Kualifikasi : adalah jenis kaidah yang menetapkan persyapsesyaratan
tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang urapiatdmelakukan perbuatan hukum
tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajibatuk melakukan suatu perbuatan
hukum tertentu. Pada sisi lain, kaidah kualifijagia dapat digunakan untuk menentukan
suatu jenis peristiwa atau keadaan tertentu dikaitlengan akibat hukum tertentu.

5. Kaidah Peralihan: adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebageanaauntuk
mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akefsdiran peraturan perundang-
undangan dengan keadaan sebelum peraturan perumddaggan itu berlaku. Kaidah
peralihan ini fungsinya untuk menghindari kemungkirterjadinya kekosongan hukum;
menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindurfggfum kepada subyek hukum
tertentu.

Dalam teori perundang-undangan, kaidah peralihardapat berupa aturan peralihan
yang menunjuk keadaan sebelumnya dan hukum antarwakuk mengatur kepastian
hukum.

Berdasarkan contoh-contoh dari rumusan berbagsi kemdah yang dikemukakan di

atas, kita dapat menyatakan bahwa perumusan kawd&bm dalam suatu peraturan

20



perundang-undangan yang baik memerlukan kemamprapehgetahuan bahasa yang baik
pula sesuai dengan konteks atau ruang lingkupedas peraturan yang akan dibuat.

Dalam merumuskan pasal-pasal dalam peraturan pegluperhatikan 4 ketentuan

bahasa dalam rumusan pasal dan ayat, y&itu :

1. Mudah dimengertoleh para pihak, baik yang menjalankan UU maum@ngydikenai UU.

Ada 3 petunjuk dalam merumuskan pasal dan ayatragdah dimengerti, yaitu :

a. Pakai kata/istilah yang mudah dipahami para pihak.
b. Gunakan kalimat singkat.
c. Langsung pada maksud yang hendak disampaikan.
2. Spesifik dalam arti istilah/kata yang digunakan bersifhtidus sehingga tidak dapat
ditafsirkan macam-macam.
3. Lengkap artinya mengandung ide yang pas, satu kesatuageg&n yang tidak ada
kekurangannya.
4. Konsisten artinya selaras, penggunaan istilah-istilah yitgp dan isi pasal-pasal tidak
saling bertentangan.
Setelah seluruh langkah-langkah penyusunan pematysarundang-undangan
sebagaimana dikemukakan dalam uraian-uraian sebgéunkita lakukan, kita perlu

mempunyai daftar uji pasal yang terdiri dari peyssam-pertanyaan sebagai berikit :

1. Apakah setiap kalimat mudah dimengerti ?

2. Apakah kata-kata/istilah-istilah/ungkapan-ungkaggahami oleh para pihak ?

3. Apakah ada kalimat yang perlu diubah menjadi 2 a@alalimat sehingga mudah
dimengerti ?

Apakah ada cara penulisan lain sehingga suatu fgatahtu lebih mudah dimengerti ?
Apakah perlu pasal tertentu dipecah menjadi bebgpapal, beberapa ayat atau subayat ?
Apakah ada kalimat yang berputar ke sana ke mhingga sulit dipahami ?

Apakah ada kalimat/kata/istilah yang dapat ditkésirbermacam-macam ?

Apakah ada kekurangan dalam pasal atau kalimatnter?

© ©o N o g bk

Apakah ada penggunaan kata/istilah yang tidak ktersi?
10. Apakah ada isi pasal yang bertentangan dengan yasglain ?

16 Effendi Perangin dan Nandang AlamsahKetrampilan Membuat Akta Perjanjian & Dokumen Laian
Jakarta : Pusat Latihan Sarjana Hukum Perusah@éf, hal. 64-71.
7 Ibid, hal. 72.
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11. Apakah ada kalimat atau kata yang kalau dicoraktidengubah maksud penulisan ?

12. Apakah perlu ditambah kalimat dalam suatu pasal ket dalam suatu kalimat sehingga
pasal atau kalimat itu menjadi lebih jelas ?

13.Apakah kalimat atau kata tertentu diubah susunasejingga pasal atau kalimat yang
bersangkutan lebih jelas maksudnya ?

14. Apakah urutan pasal-pasal tertentu perlu diperkaétasehingga lebih logis ?

15. Apakah perlu ditambah pasal-pasal baru ?

16. Apakah semua hal-hal yang perlu diatur dalam pexatdimaksud telah dimasukkan ?

17.Apakah ada salah ketik ?

Bagaimana cara pembuat peraturan dapat memastikarya partisipasi yang cukup
dalam proses pembuatan peraturan? Menurut Ann &eidRobert B. Seidman dan Nalin
Abeyeskeré? ada dua cara yang sering digunakan, yaitu pengamutan komentar, serta
pengajuan kepada pembuat peraturan. Dalam sistimgupguman dan komentar, suatu
lembaga mempublikasikan usulan peraturan dalant kakmar, dan kemudian mengundang
masyarakat luas untuk memberikan komentar-komesgteara tertulis dalam jangka waktu
tertentu. Setelah menerima komentar-komentar, Ilgmbgersebut mempertimbangkan

kembali, dan apabila diperlukan, menyusun kemlekforan yang bersangkutan.

Setelah lembaga menyetujui dan mengesahkan pematarsebut, lembaga harus
menyertai peraturan tersebut dengan pernyataaanggrsetiap komentar yang diterimanya,

serta tentang disposisi yang diberikannya, disdgagan alasan-alasannya.

Dengan demikian pembentukan hukimtasuPeraturan Daerah yang partisipatif adalah satu
cermin adanya konfigurasi politik yang demokrasishab karakter produk hukum senantiasa
dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada. Kpplisan peraturan daerahherentpula

dalam semangat menciptakan tata kepemerintahanbgk@ood governange

2.2 Pengertian Hak Asasi Manusia
Berbicara mengenai HAM sepertinya kita dipaksa $idnerbicara mengenai hukum.
Padahal pandangan ini menurut Mulya Lubis adalatuspandangan yang salah, karena

sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala maspek kehidupan kita dari yang kecil

8 Ann Seidman, Robert Seidman dan Nalin Abeyeskeayusunan Rancangan Undang-undang Dalam
Perubahan Masyarakat Yang Demokraebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undaaggind
ELIPS, 2001, him. 448.
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sampai yang besar, dari sosial, ekonomi, politikkum serta kultural. Menelaah keadaan
HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupaejauh mana kehidupan kita
memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. KaiémM itu mencakup segala macam
kehidupan, maka kita sesungguhnya tengah terliaktnd pembicaraan mengenai keadaan

kemasyarakatan kita

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 39 Tah8f9 tentang Hak Asasi
Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat lealg ymelekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Hsaaan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindginoleh negara, hukum, pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungaahean martabat manusfa.

Di dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, pengartleak asasi manusia adalah
hak dasar yang melekat pada diri manusia secaratkogniversal dan abadi sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa. Kodrati artinya begitu dillednir yang bersangkutan sudah memiliki
sejumlah hak, sehingga dikatakan melekat. Melekbearnya mengandung arti ada dua
yang terpisahkan kemudian direkat. Universal aatimak asasi manusia tidak mengenal
tempat, berlaku dimana saja manusia berada. Seaargiadi menunjukkan waktu yaitu
tidak ada batasan waktu. Contohnya adalah hak umitiukp.

Dalam Bahasa Indonesia kalau tidak menggunakdahdiak Asasi Manusia (HAM)
adalah menggunakan istilah Hak Dasar. Jika ditelistilah ini kalau tidak mengacu kepada
istilah dalam bahasa Inggris, mengacu kepada babelsada. Dalam bahasa Inggris ada 2
istilah : PertamaHuman Right Kedua Fundamental Right Dari kedua istilah ini

menimbulkan penafsiran bahwa kalau begituladaan rightyang tidak fundamental.
Dalam bahasa Belanda juga dikenal 2 istilah, y&ftu

1. Mensenrechten...human right.. hak asasi manusia.
2. Grondrechten....fundamental right..hak dasar manusia.
Istilah mensenrechtedigunakan untuk menunjukkan HAM bagian dari Hukmternasional.

Istilah grondrechtendigunakan oleh pakar Hukum Tata Negara. Hal ibukiikan dengan

9 Todung Mulya LubisBantuan Hukum... Op.Cjthal.14-15.

2 Menurut Moh. Mahfud MD dalam bukbasar dan Stuktur Ketatanegaraan Indonedagyakarta : Ull
Press, 1993., hal. 141menyebutkan, secara istlilakasi itu diartikan sebagai hak yang meleka pad
martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuharhatersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bum
sehingga hak tersbut bersifat fithri (kodrati), Aoknerupakan pemberian manusia atau negara.

2L gri Soemantri, Kuliah pada tanggal 19 Oktober2200
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adanya tulisan pakar HTRrof. Meuwessegang berjudul Grondrechtens Mensen artinya

manusia, rechten adalah hak. Jadi mensenrecht&hdddk manusia.

Istilah grondrechten digunakan juga oleh Prof. T. Koopmans. Dari istilani

kemudian muncuf?

a. de klassieke grondrechtestau hak dasar manusia klasik;
b. de sociale grondrechtestau hak dasar manusia sosial.

Sedangkan di Perancis juga terdapat dua istilah :

1. droits de 'hnommeyang sama dengan pengertiaman right
2. droits fondamentayyang sama dengdandamental right

Demikian juga di Jerman ada istildensenrechtelanGrundrechte

Menurut kamus Badudu-Z&ih asasi (Ar) adalah dasar yang pokok, sifat yangkio
Hak Asasi manusia : hak bagi setiap orang (manugialg dapat dituntutnya untuk

diperlakukan bagi dirinya, misalnya keadilan yaagus dilaksanakan bagi setiap orang.

Theo Huijber® menyatakan bahwa hak-hak manusia disebut hak-kagi, aoleh
sebab mereka itu dianggap sebagai fundamen yarsgadnya seluruh organisasi hidup

bersama harus dibangun. Hak-hak itu merupakanassestindang-undang.

Asas itu sendiri istilah asingnya adaldbtetinsel asal dari perkataabegin artinya
permulaan atau awal. Jadi asas itu adalah mengatali menjadi permulaan “sesuatu”.

Beginselmenurut S. Wojowasifg, artinya :

1. permulaan;

2. sifat/dasar yang paling sederhana;

3. asal; titik tolak;

4. prinsip; keyakinan; dasar.

Dengan demikian pengertian asasi dan fundamerdal @asar berdasarkan kamus di atas

adalah sama. Hal ini ditunjang juga oleh pendap@itaM Budiardjo yang dalam beberapa

22 H
Ibid.
2 Badudu-ZainKamus Umum Bahasa Indonesiakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 83.
2 Theo HuijbersFilsafat Hukum Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1995, hal. 102.
% 3. WojowasitoKamus Umum Belanda Indonesiakarta : Ichtiar baru-van Hoeve, 1985, hal. 61.
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tulisannya menyebut : “...asasufidamentdf®...” atau “ ... hak asasi manusiftufidamental

human rightatauhuman rightsaja¥’ ...".

Tetapi menurut Deno Kameld%,Maurice Cranston membedakan antara hak-hak
dasar positive righy dan hak-hak manusidgyman righy. Hak-hak dasar mencakup berbagai
jenis hak yang didasarkan pada kaidah hukum paesititama yang bersumber dari konstitusi
sebagai negara. Ruang lingkup berlakunya hanya amgkqu setiap warga negara yang

bersangkutan. Hukum positif dipandang satu-satgoyaber hak yang terpenting.

Di samping hak-hak dasar, ada juga yang derajatelgin tinggi ialah hak-hak
manusia, yang sering juga disebut dengan hak-hadi. d3ikatakan lebih tinggi karena hak-
hak asasi sumbernya bukan hukum positif tetapi nueryga legitimasi yang lebih dalam dari
itu karena bersifat filosofis, religius dan bahkKaistoris. Dalam praktek kedua jenis hak

tersebut biasanya disebut hak asasi manusia (HAM) s

Dengan legitimasi yang demikian, hak asasi mempuiayalasan moral yang lebih
kukuh. Itu pula yang menyebabkan hak asasi mempunilgh universil. Universalitas hak-
hak asasi manusia bukan karena hak-hak tersebigteri@nya diakui internasional tetapi
legitimasi moralnya yang kukuh dan landasan manaebut lebih kukuh dari hak-hak dasar

yang bersumber dari hukum positif.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak-hak dasar siaarklasik adalah hak
fundamental yang melekat pada pribadi manusia idal. Sebagai contoh adalah hak atas
hidup dan perkembangan hidup. Hak dasar klasikddiken dalam hak-hak kebebasan dan
hak partisipasi. Sedangkan yang dimaksud dengashdaldasar manusia sosial yaitu hak-
hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai kagial. Dibagi dalam hak-hak

ekonomis, sosial dan kultural.

Rumusan pengertian HAM dalam Ketetapan MPR dengaatahlg-undang terdapat
perbedaan. Di dalam Undang-undang tidak terdapat ‘kaniversal” dan “abadi”. Padahal
jika ditelusuri berdasarkan perkembangan sejatahfdéit hukum. Hak asasi ini adalah karya
terbesar dari mazhab hukum alam yang beranggapamabhukum yang baik itu adalah

bersifat universal dan bersifat abadi.

26 Miriam Budiardjo,Menggapai Kedaulatan Untuk Raky&andung : Mizan, 1998, hal. 40.

% bid., hal. 50.

2 Deno Kamelus, Profil Pelanggaran Hak Asasi Mangilam Rejim Hukum Perundang-undangan. Dalam
Jurnal Hukum, No. 10 Vol 5-1998, hal. 95.
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Demikian pula rumusan-rumusan (klausula) HAM daldaityD 1945 termasuk
perubahannya tidak memenuhi kriteria rumusan HAMhunet Ketetapan MPR. Banyak
rumusan dalam UUD 1945 yang tidak menunjukkanhak. dasar yang melekat pada diri
manusia secara kodrati, universal dan abadi sebdgaiunia Tuhan Yang Maha ES$a
Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amamepang kedua terdapat
perkembangan pengakuan HAM yang begitu besar. Batlkéam perubahan Kedua UUD
1945 tersebut HAM dijadikan Bab tersendiri yaitubB& A tentang Hak Asasi Manusia. Isi
selengkapnya adalah sebagai berfRut

Pasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak meatperkna hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan mekamketurunan melalui perkawinan
yang sabh.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, turddotberkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.
Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pahen kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaatildhu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan tamlihidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalaemperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa daaraaga.

Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, gerigan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendagzdlam dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatgrsgana dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

% Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MBR 2@karta : Sinar Grafika, 2000, hal. 4-8.

26



Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat rubeagamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, nienkewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkarsgrta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kgertamenyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikatiroput, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengteinoformasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak kunmencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasgalermenggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Pasal 28 G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribleeliyarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, sertakbetdis rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidakuiaérsesuatu yang merupakan hak
asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaam pealakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperolela fadikik dari negara lain.
Pasal 28 H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan lmitempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan pemlakuasus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapaingers dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mekmkam pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi tak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 |
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kese@&man pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untulkuilisebagai pribadi dihadapan
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hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hulang berlaku surift adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamdeeadpa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perilaku yang brdigkriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlajarmmndiskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalraiati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenulkamshai manusia adalah tanggung
jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manwesaas dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undafan.

Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusiagolain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiag wrijib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan madesudta-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebedrasanlain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moitai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrastis.

2.3 Penegakan Hukum HAM

Penegakan hukum berperan strategis dalam menentézerhasilan pelaksanaan
berbagai kebijakan perlindungan HAM di bidang hak-Bipil, politik maupun ekonomi dan
sosial budaya. Tanpa penegakan hukum, maka akarustuk mencapai kondisi di mana
hak-hak asasi masyarakat dihargai dan diakui d&@mdor yang benar. Perlindungan HAM
dalam konteks Indonesia terutama ditujukan kepattarelasi antara warga masyarakat dan
antara warga masyarakat dan penguasa dengan agangsibersifat normatif-tradisional,

yaitu pola interrelasi tersebut serasi, selaras,sggmbang (asumsi positif). Dalam perspektif

30 MenurutAnselm von Feuerbach adagiumnya dikenal denganullum delictum noela poena sine praevie
lege poenaliatau tiada suatu perbuatan dapat dipidana (dedi&)ali atas aturannya terlebih dahulu. Contoh
kasus adalahLegislative ReviewAbilio Jose Osorio Soar es terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 26 Tahun
2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

1 Undang-undangnya sudah keluar duluan yaitu UU39dlTahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
kemudian disusul dengan keluarnya UU No. 26 Talif02entang Peradilan Hak Asasi Manusia.
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ini, pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran HAMaan konteks cara pandang masyarakat
Indonesia mengenai pola interrelasi tersebut tiselalu dan harus selamanya ditujukan
kepada penguasa semata-mata, akan tetapi jugalderiraterrelasi antarwarga masyarakat
yang memiliki perbedaan asal-usul etnis dan agama.

Salahsatu konsekuensi penting dari pengakuan Hakidear oleh Pemerintah Rl dan
seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dddamuk peraturan perundang-undangan
karena peraturan perundang-undangan merupakan +i@miiw untuk terciptanya kepastian
hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. &seembentukan hukum dan
perundang-undangan adalah pengaturan perilaku enguasyarakat dan aparatur penegak
hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukeningungan hukum, dan keadilan
hukum dalam penegakan HAM. Bentuk peraturan penmdadangan ini meliputi 2 (dua)
aspek, yaitu kebijakan sosiaogial policy dan kebijakan kriminalcgiminal policy), yang
memiliki tugas yang sama, yakni kesejahteraan k&stajjuan ini ditetapkan secara eksplisit
mulai Kongres PBB tentang The Prevention of Crimé the Treatment of Offenders ke-IV
tahun 1970 di Tokyo sampai Kongres PBB ke-VI di &¢as tahun 1980 dengan tetap
menitikberatkan pada budaya, politik, sosial, darkpmbangan ekonomi.

Esensi dari kedua kongres terakhir dalam kontekslementasi Konvensi HAM
adalah seluruh kebijakan sosial dan kebijakan k@niselain  mempertimbangkan
perkembangan tuntutan internasional juga perlu neetinpbangkan faktor-faktor ekonomi,
politik, sosial, dan budaya yang bersangkutan.

Secara konseptual, penegakan hukum mencakup ling&og luas, bukan hanya
berbicara soal proses peradilan, tetapi juga keadakum, perilaku hukum, dan lingkungan
tempat hukum tersebut berlakukeadaan hukum yang dimaksud berkenaan dengansprose
pembentukan hukum dalam kaitannya dengan susuniamas@an yang berlaku. Dalam
kaitannya dengan HAM, pemikiran dan pembentukanbdgsi peraturan perundang-
undangan tentang HAM telah dimulai sejak masa @pasi kemerdekaan oleh BPUPKI
ketika merumuskan Rancangan Undang-undang Dasardl&gepublik Indonesia. Setelah
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 uaempengaturan tentang HAM ini

dalam sejumlah pasal, antara lain dalam pasal 29,33, dan 34. Selanjutnya, dalam

%2 Atmasasmitagp.cit, hal. 133.
%3 Bagir Manan. 200&umpulan Tulisan/Bahan Kuliah Pengembangan Sisteikuhh Indonesia Abad XXI
Bandung: lImu Hukum Program Pascasarjana Univer§itadjadjaran.
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konstitusi-konstitusi yang berlaku pada masa Rekuhdonesia Serikat maupun periode
UUDS 1950, pengakuan tentang HAM tetap termuatddanstitusi negara.

Lahirnya Deklarasi Universal tentang HAM melaluid&ng Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rafaordinasi Dewan Pertahanan dan
Keamanan Nasional yang diselenggarakan tahun 128¥ menyempurnakan Deklarasi
HAM sudut Bangsa Indonesia menjadi Piagam HAM Banglonesia, yang antara lain
mencakup hak untuk hidup; hak untuk melangsunglearinan; hak pengembangan diri;
hak keadilan; hak kemerdekaan; hak keamanan; hedjdtderaan; serta kewajiban manusia
dan warganegari.

Pada masa pascareformasi, pengakuan terhadap HAf&dnsemakin kuat dengan
diaturnya HAM dalam Amandemen UUD 1945 dan Tap MRRI/MPR/1998 tentang
HAM yang melampirkan sebuah Piagam HAM, yang kemudiiikuti dengan pembentukan
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memuat ppiminsip HAM. UU ini
menegaskan bahwa tugas menghormati, melindungiegaéan, dan memajukan HAM ada
pada pemerintah. Terdapat pula aturan mengenai giasam dan larangan. UU tentang
HAM ini juga mengatur tentang Komisi Nasional Halsa&i Manusia (Komnas HAM),
pembentukan pengadilan HAM minimal dalam waktu emgehun, dan partisipasi
masyarakat untuk memajukan HAM. Selanjutnya, diduldt No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM yang berwenang untuk memeriksa damutus perkara pelanggaran HAM
yang berat, antara lain kejahatan genosida danhdgja terhadap kemanusiaan. UU
berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan HAMamd&lU No. 27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diharapkanpdran dalam mengungkapkan
kebenaran dari berbagai kasus pelanggaran HAM yamadi agar dapat mengarah pada
proses rekonsiliasi yang baik.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keadaamhyskng berkenaan dengan
pembentukan berbagai peraturan perundang-undaregganyg HAM di Indonesia telah
berkembang pesat, bahkan menunjukkan kecenderumguaie dalam pengakuan dan
penghargaan HAM. Namun, salahsatu problematika mukerbesar di Indonesia adalah
masalah implementasi atau penegakan hukum yangamgkyt HAM tersebut. Meskipun

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAMmbuat beberapa aturan perundang-

34 Sri Soemantri. “Refleksi HAM di IndonesiaVlakalah disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter
Internasional dan Hukum HAM yang diselenggaraka ¢lakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 — 25
Juni 1998 bekerjasama dendaternational Committee of Red Crad€RC).
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undangan yang mengatur persoalan HAM bahkan medakaknandemen konstitusi yang
memuat prinsip HAM, namun aturan-aturan tersebwilmbersifat normatif. Implementasi
HAM seyogianya terwujud melalui implementasi kekga, pola pikir, gaya hidup, cara
pandang, dan penegakan hukum sehingga akan terkapdaan di mana manusia hidup
damai, saling menghormati martabatnya dan merasgtdienanusia dalam arti sebenarnya.
Setidaknya terdapat 2 (dua) persoalan besar yamjadigpenghambat dalam pelaksanaan
HAM di Indonesia, yakni jaminan perlindungan HAM caea normatif dan jaminan
perlindungan HAM secara praksrs.

Pencantuman prinsip-prinsip HAM dalam konstitushaseisnya menjadi jaminan
absolut HAM dalam proses bernegara sebab jaminanstikasi di sebuah negara yang
menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang det®kkonstitusional idealnya
merupakan jaminan tertinggi. Konstitusi merupakandasan hukum dan bernegara suatu
negara yang menjadi sumber hukum dan kebijakan.uNasecara praksis ternyata jaminan
konstitusi ini masih jauh dari harapan. Aturan hukdan kebijakan yang dibuat pemerintah
masih banyak yang secara nyata melanggar prinsiM.HAkhirnya, jaminan konstitusi
tersebut seringkali hanya berlaku di atas kertasrieamasih belum terimplementasi dengan
baik.

Faktor penting dalam implementasi penegakan hukdadah pelaku penegakan
hukum, baik yang berada pada proses peradilan mappmses non peradildh.Secara
konseptual, pelaku penegakan hukum dalam perkden@iadalah penyidik, penuntut, dan
hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilamagy, pelaku penegakan hukum adalah
hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkdanmdgerkara administrasi negara,
pelaku penegakan hukum adalah hakim, penggugatpdgibat administrasi negara. Dari
berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dirkaswebagai pelaku penegakan hukum
adalah para penasihat hukum. Pelaku penegakan hulidapati juga pada badan
administrasi negara, seperti wewenang melakukataken administrasi terhadap pegawai,
pencabutan izin dan lain-lain. Di sini termasukgymgjabat bea cukai, keimigrasian, lembaga
pemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam lingkwuadministrasi negara.

Dengan demikian, masalah penegakan hukum semedinogla hanya dipusatkan
pada lembaga peradilan, tetapi pada semua pelakegak hukum. Hanya dengan cara

pandang komprehensif, dapat diharapkan tercaparaeintegral penertiban penegakan

% Rocky Gerung (ed). 2006lak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasuskarta: Filsafat Ul Press, hal. 226.
% Manan,op.cit
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hukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspek iy semua pencari keadilan.
Demikian pula dalam hal penegakan HAM, terdapatirsigh lembaga HAM di lingkup
internasional maupun nasional. Di lingkup interoaal, penegakan HAM secara
organisatoris berpusat pada PBB dengan lembagganéidalainited Nations Commission
on Human Rightsthe Human Rights Committedanthe High Commissioner for Human
Rights Di tingkat nasional, lembaga-lembaga yang terdlaitgan penegakan HAM hampir
sama dengan aparat penegak hukum pada umumnyabditadengan lembaga-lembaga
khusus, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Dimensi kontekstual dalam penegakan hukum berkaitemgan lingkungan
penegakan hukum sebagai lingkungan sosial temphtinhuberlaku dan ditegakkah.
Penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayaly asong, melainkan terjadi dan
berlaku di tengah-tengah masyarakat bahkan dapangaruhi oleh keadaan dan interaksi
sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam suasisyarakat yang memelihara atau
mengembangkan sistem hak-takviledge berdasarkan status, atau suatu masyarakat dengan
perbedaan yang tajam antathée' havé dan ‘the have ndt atau suatu masyarakat yang
berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akamampakkan sistem penegakan hukum
yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dareega

Berdasarkan asumsi tersebut, terdapat 2 (dua) aspsial-budaya yang dapat
menghambat penegakan hukéfinPertama bersumber dari rasa takut atau apatisme
masyarakat untuk membela keadilan bagi diri semd&upun lingkungannya. Hal ini dapat
terjadi karena susunan masyarakat yang menjelmakap serba menerima kehendak
penguasa, atau karena sistem penindasan yang naemggdain keinginan atau keberanian
untuk berjuang atau membela kepentinganrifadua terutama sejak masa reformasi,
didapati berbagai tekanan publik yang acapkali eiséinn dalam penegakan hukum.
Pendapat atau pandangan publik memang sangat geumitmk mencegah kesewenang-
wenangan atau penyalahgunaan dalam penegakan hiletapi yang harus dijaga adalah
jangan sampai pendapat atau pandangan tersebuadnenptu tekanan yang merendahkan
atau menimbulkan rasa takut pelaku penegakan hukum.

Permasalahan dalam lingkungan penegakan hukumgaidialami dalam penegakan
HAM. Sejumlah kasus penyimpangan dalam penegakav lHdak hanya melibatkan pelaku

penegak hukum, tapi juga masyarakat. Kelompok-kptikn masyarakat yang

37 Manan,op.cit
3 Manan,op.cit
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mengatasnamakan organisasi massa seringkali melakp&rbuatan main hakim sendiri
dengan menyerang atau melakukan pengrusakan terHeda milik orang lain, berupa
bangunan, toko, kendaraan, dil. Demikian pula vdmebas pada sebagian besar kasus
korupsi yang melibatkan aparat penyelenggara negarafleksikan lemahnya perlindungan
dan pemenuhan HAM yang memperhatikan rasa keadilamasyarakat. Demikian pula
masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguraelagaran, dan sejenisnya menjadi
permasalahan yang belum tertuntaskan dalam pened#k& bidang sosial, budaya, dan

ekonomi.
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BAB |11
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian berdasarkan Pendekatannya

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif sudengan menggunakan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang beramuuntuk memperoleh gambaran secara
menyeluruh mengenai pembentukan dan penegakan htiddivh di Jawa Barat. Metode
deskriptif adalah metode penelitian yang bertujo@nggambarkan suatu fenomena atau
kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan $juwariabel yang berkenaan dengan
masalah dan unit yang diteliti, tetapi tidak sampaempersoalkan jalinan hubungan
antarvariabel dan tidak dimaksudkan untuk menaegkegalisasi dari suatu gejala atau
kenyataan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatadi kebijakan golicy studie}
artinya pengkajiannya didasarkan pada analisis emehtasi kebijakan. Selain itu, juga
digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, artinyaepigan ini mengkaji korelasi antara
kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itlakerdengan gambaran:

1. Korelasi ini dapat dilihat dalam kaitan pembuatan genegakan/penerapan hukum.

2. Dalam pembuatan hukum penelitian sosiologis menoodléhat sejauh mana kaidah
hukum yang dibuat mencerminkan atau tidak kenyatsasial sebagai sumber
material kaidah hukum.

3. Dari sudut penegakan/penerapan, penelitian sossofogncoba mengkaji hubungan
pengaruh antara kaidah hukum dengan kenyataansyiarekat. Hubungan pengaruh
ini dapat berbentuk tidak berdampak (kaidah hukersetut tidak diperdulikan) atau
reaksi positif dalam arti menghasilkan berbagailpahan dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dgb@melitian ini dilakukan studi
lapangan dengan menggunakan teknik survei yanguttismn di beberapa kabupaten/kota di
wilayah Jawa Barat yang ditentukan secara purp&sfain itu, dilakukan observasi dan
focus group discussiofiFGD) dengan para ahli, praktisi hukum, daakeholderdain untuk
pendalaman kasus. Sedangkan pendekatan yang déguredalah pendekatan yuridis-

normatif dan pendekatan sosiologis-empiris.
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3.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilaifat, karakteristik, dll.

Berdasarkan batasan tersebut, dalam pengkajiatendiapat sejumlah variabel yang akan

diteliti, yakni :

1.
2.

Pembentukan hukum HAM.
Penegakan hukum HAM.

Keduanya merupakan variabel yang setara, sehindgja dibedakan menjadi variabel bebas

dan terikat.

Meskipun terdapat 2 (dua) variabel, namun pengkaij tidak bermaksud untuk

mengukur hubungan di antara kedua variabel tersebhingga tidak terdapat hipotesis yang

berisi dugaan sementara tentang hubungan antaua kediabel tersebut.

3.3 Operasionalisas Variabel

Operasionalisasi kedua variabel tersebut adaledmseberikut :

Pembentukan hukum HAM merupakan upaya merealisasijaan tertentu, dalam

arti  mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilalalam konteks

kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengasal@akan kaidah-kaidah
hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masgt@hu badan pemerintahan
dalam bidang-bidang yang terkait dengan pemenutskahak dasar manusia di
bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Penegakan hukum HAM merupakan upaya melaksanakastasisi yang termuat
dalam kebijakan (produk hukum) secara umum dan jddedn-kebijakan yang

mengatur pemenuhan hak-hak dasar di bidang poéttknomi, dan sosial budaya
dengan memperhatikan faktor-faktor substansi huksomberdaya hukum, dan

budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakatagsratur pemerintah di wilayah

Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam pembentudlan penegakan hukum HAM.

Berdasarkan populasi tersebut, ditentukan sampetligan dengan menggunakan teknik

sampel daerafcluster/area samplingdengan berbasis pada wilayah Bakorwil di JawaBar
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Dengan teknik sampel tersebut, maka diperoleh Hedmarah yang menjadi lokasi penelitian

adalah:

a.

-~ o o o T

Kota Bekasi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kota Bandung
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Ciamis

Selanjutnya, untuk penentuan responden digunakarktpurposif. Responden dalam

penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur petaér sebagaistakeholdersdalam

kaitannya dengan penegakan hukum HAM, yang meliputi

a.

-~ ® o o o

s @

Kanwil Hukum HAM

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Biro Hukum Provinsi

Bagian Hukum Kabupaten/Kota

Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota
Polda, Polres, Polresta

Pengadilan Negeri/Tinggi

Kejaksaan Negeri/Tinggi

Pengacara/advokat

SKPD Ilain yang terkait: Bapeda, BPLHD, DisnakersrarDinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan.

Masyarakat:

a.

Tokoh Politik political figure)

b. Golongan kepentingamnterest group
c. Golongan penekampfesure group

d.

e. Partai politik political party)

Alat komunikasi politik (media political comunicati)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam gerelni meliputi:

36



1. Penyebaran angket kepada responden yang terdilifyaesumber pengumpulan data
primer yang utama.

2. Focus group discussignyakni diskusi terfokus dengan topik-topik yandale
ditentukan dengan melibatkan peserta terpilih.

3. Wawancara terstruktur, yaitu mengadakan wawancersgah responden dengan
tujuan untuk mendapatkan jawaban yang memadai @epuembentukan dan
penegakan hukum HAM sesuai dengan persepsi respeetiagai bahan kajian.

4. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari berbagaidii@ér maupun dokumen resmi yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data disusun dalam bentukeamizin pedoman wawancara

yang bentuknya terlampir dalam laporan ini.

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap I nstrumen

Untuk memeriksa keabsahan data yang diperolehpdnizan maka dapat digunakan
teknik trianggulasi, yaitu memanfaatkan sesuatuyylam di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap daghue Dalam laporan ini, trianggulasi
data hasil penelitian dilakukan pada sumber pedikaln dan teori. Trianggulasi
penyelidikan dilakukan dengan cara membandingkfmrirasi yang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi, atau membarahingkformasi dari perspektif lain
mengenai hal yang sama. Trianggulasi bisa jug&kukkn melalui diskusi dengan orang
yang berbeda pandangan tentang hal yang sama.

Trianggulasi teori dapat dilakukan dengan mencgrmeori yang digunakan,
kemudian membandingkan hasil yang diperoleh derigan lainnya. Di samping itu,
trianggulasi bisa dilakukan melalui logika, yaitara@ untuk melihat kemungkinan yang
muncul dari analisis, didukung oleh data yang ditkam di lapangan. Semua data yang telah
terkumpul direduksi, dideteksi dengan prosedur yefah diungkapkan sebelumnya dan dari

sini akan dapat ditarik suatu kesimpulan.
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3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan, baik secara kuantitatif uman kualitatif. Data yang
diperoleh dalam studi kepustakaan dianalisis dengamdekatan secara normatif-yuridis
sehingga diperoleh kaidah-kaidah atau norma-noramgy yliperlukan, sedangkan data yang
diperoleh melalui penelitian lapangan terlebih dahdianalisis secara kuantitatif dalam
bentuk persentase agar diperoleh gambaran menkgellkemudian dapat dilakukan
interpretasi hukum.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata pemelitian yang menghasilkan
data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan olelpoesen secara tertulis atau lisan, dan
perilaku nyata; sepanjang hal itu mengenai manuséka seperti dikatakan oleh Burgens,
hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. @endemikian maka dengan
menggunakan metode kualitatif, seorang penelititéena bertujuan untuk mengerti atau
memahami gejala yang ditelitinya. Oleh karena itidaklah sepantasnya untuk
mempertentangkan pendekatan kuantitatif dengan ebewmh kualitatif, keduanya
merupakan suatu pasangan. Teknik analisis kuéldajunakan untuk mengolah data hasil
wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor pekwuhg dan penghambat pelaksanaan
Perda serta sektor-sektor potensial untuk diatuizipannya, yang secara operasional
dilakukan melalui reduksi data, penyajian dataaf&ran data, dan penarikan kesimpulan.
Akhirnya dengan berdasarkan pendekatan N---M---Akarhasil dari penelitian lapangan itu
akan memberikan masukan mungkin bagi penyusunasifgd peraturan-peraturan yang
dibutuhkan.

3.9 Jadwal K egiatan Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam wakt® b&ri kalender, dengan jadwal

pelaksanaan sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Jadwal K egiatan

No.

Kegiatan

Triwulan |

Triwulan |1

Triwulan I11

Triwulan IV

Jan

Feb

Mar

Apr

M ei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Persiapa

Pemahaman TC

Korespondensi

Bahas Proposal

Penyusunan SPK

Perjanjian
Kerjasama

Pelaksanaan

Suivei Lapanga

Pengolahan Da

abhiwiN

Presentasi/Semir

Pendahuluan

Laporan Awal

Draft Final Report

Pelaporan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Tentang Pembentukan Hukum Ham di bidpegdidikan, kesehatan,
Ketenagakerjaan dan Lingkungan hidup dilakukan dtabupaten kota/kabupaten (Kota
Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabup&iamjur, Kabupaten Ciamis dan
Kabupaten Cirebon) dan di tingkat provinsi JawaaBdengan jumlah responden 303 orang.
Responden terdiri atas pembentuk Hukum Ham (pejBemerintah daerah, pengadilan
negeri, kejaksaan, Polres, DPRD), Partai Politibkdh masyarakat, LSM, dan media.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; {ihgkat pengetahuan, pemahaman,
penghayatan, dan kepatuhan masyarakat Jawa Batahdekonsep hukum dan HAM, (2)
keterkaitan antara pembentukan hukum di Jawa Blaragan pembentukan hukum di tingkat
nasional, dan (3) desain kebijakan mengenai bepanegakan hukum dan HAM yang
seharusnya diimplementasikan di Provinsi Jawa Bakatlisis hasil penelitian tersebut

disajikan pada uraian berikut ini.

4.1. Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, Penghayatan, dan Kepatuhan Masyarakat
Jawa Barat tentang Konsep Hukum dan HAM

Pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan kepatw@syarakat tentang hukum
HAM yang dikaji dalam penelitian ini mencakup petadian responden mengenai hukum
HAM yang dituangkan dalam peraturan daerah yankatedengan bidang pendidikan,
kesehatan, Ketenagakerjaan dan Lingkungan hiduppemahaman mereka terhadap hukum
HAM serta kepatuhan masyarakat terhadap Hukum HAsksnya Hukum HAM yang
mengatur bidang pendidikan, kesehatan, Ketenagalkedan Lingkungan hidup.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum HAMngymengatur bidang
pendidikan, kesehatan, Ketenagakerjaan dan Lingkuhglup tergolong cukup tinggi. Hasil
penelitian menunjukkan sebanyak 58,08% respondemetahui mengetahui Hukum HAM,
31,16% responden menyatakan tidak tahu dan sisetakamenjawab (Tabel 4.1).
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Tabel 4.1

Pengetahuan Responden Tentang Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan,

Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup (N=303)

Perundangan Terkait Hukum HAM

Kategori Jawaban Ketenaga- Lingkungan Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Ya 51 39 45 41 176

Tidak 23 26 22 25 96

Tidak Jawab 7 8 12 4 31

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil penelitian, 2007

Pengetahuan responden mengenai keberadaan Pemdgrah yang terkait Hukum
HAM di daerahnya menunjukkan sebanyak 67,98% redgromengetahui dan 31, 02% tidak
mengetahui (Tabel 4.2). Menurut responden Peratdeemah tentang Hukum HAM yang
Bidang Pendidikan,

dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Kepala Dadaaldalam Program Kerja satuan kerja

mengatur

pemerintah daerah (SKPD).

Kesehatan,

Ketenageterjdan Lingkungan Hidup,
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Tabel 4.2

Pengetahuan Responden Tentang keberadaan Peraturan Daer ah yang terkait Hukum

HAM Bidang Pendidikan, Kesehatan, K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup

(N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban K etenaga- Lingkungan Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sudah ada 40 59 53 54 206
Belum ada 40 14 24 16 94
Tidak Jawab 1 0 2 0 3

81 73 79 70 303

Sumber; Hasil penelitian, 2007

Meskipun pengetahuan responden mengenai keberddesaturan Daerah yang

terkait Hukum HAM cukup tinggi,

tetapi pengetahussponden mengenai Peraturan

Daerah apa saja yang mengatur tentang Hukum HAMidhng pendidikan, kesehatan,

Ketenagakerjaan dan Lingkungan hidup dilakukaradialBarat masih rendah. Hal ini dapat

diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan16® responden tidak memberikan

jawaban berkaitan dengan pertanyaan Peraturan IDapsasaja yang mengatur Hukum Ham

di bidang pendidikan, kesehatan, KetenagakerjaarLdegkungan hidup dilakukan di Jawa

Barat (tabel 4.3)
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Tabel 4.3

Pengetahuan Responden Tentang Perda Yang Terkait dengan Hukum HAM di bidang

Pendidikan, Kesehatan, K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup

No. L okasi PERDA YANG TERKAIT DENGAN HAM
Pendidikan Kesehatan Lingkungan Tenaga
Hidup kerja
1 Provinsi a. BOS a. Jaminar a. Lingkungan hidu a. Perda
b. Wajar Dikdas kesehgatan b. RTRW untuk Tenagakerja
c. Penyeenggara  untuk yang| perpanjangan ijin
an Pendidikan miskin likasi
(Perda No0.20)| b. Kesehatan c. Surat Meneg LH
d. Peraturan Gubernur
e. Peraturan tentang
perencanaan
f. Pengelolaan kualitas
air.
2. K ota Bekasi Tidak diketaht | Tidak diketaht Tidak diketaht Tidak diketaht
3. Kabupaten a. Perda No. 17| a. Perda No. 4 Tahu| Perda No. 1!
Cianjur Tahun 1999 Jg 2006 tentang Kajian Tahun 2002
No. 15 tahun Lingkungan; tentang
2005 tentand b. Perda No. 12 TahupPenempatan
Restribusi 2004 tentang TKI Kabupaten
Pelayanan Pengendalian Cianjur ke Luar
Kesehatan Pembuangan Negeri
b. SK Kepala Limbah Cair
Dinas
Kesehatan
c. RSUD
4 Kabupaten a. Perda Perlindungar
Bandung penyelengga- Tenaga kerja
raan  sisdik]
(Perda No. 4
Tahun 2004)
b. SPM
Pendidikan
c. SK Bupati
tentang
periodisasi
jabatan kepala
sekolah.
5. Kota Tidak diketaht | Tidak diketaht Tidak diketaht Tidak diketaht
Bandung
6. Kabupaten Tidak diketaht | Tidak diketaht Tidak diketaht Tidak diketaht
Cirebon
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No. L okasi PERDA YANG TERKAIT DENGAN HAM

Pendidikan K esehatan Lingkungan Tenaga
Hidup kerja
7. Kabupaten Tidak diketaht | Tidak diketaht a. Peda No. 19 Tahui| Perda No. 3i
Ciamis 2004 tentang Aturan Tahun 2003

Penebangan Kayu; | tentang Latihan

b. Keputusan Bupati Kerja
No. 149 Tahun 2002
tentang Pedomal
Pengendalian
Dampak LH dan
Penyelesian
Sengketa LH di lua
Pengadilan;

c. Peraturan  Bupati
No. 9 Tahun 2007
tentang
Juklak/Juknis
Pengelolaan dan
Pengendalian LH d
Wilayah Kabupater
Ciamis

-

Sumber; Hasil Penelitian, 2007.

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa respondentigikabupaten/kota ( Kabupaten
Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon ) tigaé&mberi jawaban mengenai
keberadaan Peraturan Daerah terkait Hukum HAM yadg di daerahnya. Sedangkan
Kabupaten yang menjawab, tidak semuanya mengekabhearadaan Peraturan Daerah yang

mengatur ke empat bidang yang diteliti tersebut.

Sebagian besar responden (69,96%) menyatakan memahskum HAM yang
mengatur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagaeridan Lingkungan Hidup,
sedangkan sisanya tidak paham dan tidak menjawatie(®.4).
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Tabel 4.4

Pemahaman Responden Tentang Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan,

Kesehatan, K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup
Sangat paham 2 11 4 1 18
Paham 56 41 50 47 194
Kurang Paham 15 13 16 13 57
Tidak Paham 0 3 2 2 7
Tidak Jawab 8 5 7 7 27
81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Pemahaman materi hukum HAM yang dimiliki respondebagian besar diperoleh
responden dari kegiatan sosialisasi. Sosialisasitg@n yang terkait hukum HAM di Jawa
Barat masih sangat rendah, hasil penelitian mekikaju sebanyak 35,97% menjawab ada
sosialisasi peraturan yang berkait dengan Hukum HAM,88% menjawab tidak ada

sosialisasi dan sisanya tidak menjawab (Tabel 4.5).
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Tabel 4.5

Sosialisasi Hukum Ham yang ter kait bidang Pendidikan, Kesehatan, K etenagaker jaan
dan Lingkungan hidup (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham

Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Ya 36 24 25 24 109

Tidak 43 35 33 25 136

Tidak jawab 2 14 21 21 58

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Pengetahuan responden mengenai media sosialisgidygnnakan untuk sosialisasi

peraturan yang terkait Hukum HAM adalah media cetakdia elektronik dan lembaran

negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebdggmar responden menyatakan bahwa

media sosialisai yang digunakan adalah media q@&®&k5%), media elektronik (20,46%),

dan Lembarran negara (10,65%), sedangkan respoyaiem tidak menjawab sebanyak

8,58% (Tabel 4.6). Sebagian besar responden (89,48&mgatakan materi sosialisasi

peraturan yang terkait Hukum dan HAM di bidang pdikdn, kesehatan ketenagakerjaan

dan lingkungan hidud cukup jelas dan mudah dipahifateri sosialisasi yang disampaikan

dalam berbagai media juga dianggap selalu konsisleh sebagian besar responden

(83,16%).
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Tabel 4.6

M edia yang digunakan untuk Sosialisasi Hukum Ham di Jawa Barat (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Lembaran Negara 1 5 22 4 32
Media Cetak 57 44 33 41 175
Media Elektronik 18 17 13 14 62
Internet 1 2 1 4 8
Tidak Jawab 4 5 10 7 26

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Kepatuhan masyarakat untuk selalu patuh terhad&pnintHAM yang mengatur

bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaanidgkuhgan hidup masih rendah. Hasil
penelitian menunjukkan responden yang selalu pxitadap Hukum Ham yang mengatur
Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan gakilingan sebesar 11,55%, sedangkan

responden yang kadang-kadang patuh sebesar 82,83%.
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Tabel 4.7

Kepatuhan Responden terhadap Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan,

K esehatan, K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Selalu 4 24 2 5 35
Kadang-Kadang 75 42 72 62 251
Tidak Patuh 0 5 0 0 5
Tidak Jawab 2 2 5 3 12

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang mengekum HAM tersebut
konsisten dengan kesediaan responden melaksanakamHAM di daerah penelitian. Data
hasil penelitian menunjukkan hanya 10,22% resporgirg selalu sedia melaksanakan
Hukum HAM, dan 85,80% lainnya kadang-kadang sed#aksanakan hukum HAM yang

terkait dengan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kegwdtexjaan dan Lingkungan Hidup
(Tabel 4.8).
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Tabel 4.8

K esediaan Responden melaksanakan Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Selalu 3 22 2 4 31
Kadang-Kadang 75 49 74 62 260
Tidak Patuh 1 0 0 0 1
Tidak Jawab 2 2 3 4 11

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwak&inBengetahuan pengetahuan
responden terhadap Hukum HAM cukup tinggi, namungp&ahuan masyarakat tentang
keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur Hukum HAbltih rendah. Secara umum
responden memiliki pemahaman dan penghayatan ydagdinggi terhadap Hukum HAM
di Jawa Batat. Namun Kepatuhan responden dalamksaiakan Hukum Ham di bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkuhglup di Jawa Barat masih lemabh. Itu
sebabnya di Jawa Barat masih sering terjadi petaaggHukum HAM baik dilakukan oleh
penegak hukum maupun oleh masyarakat.

4.2 Keterkaitan antara Pembentukan Hukum di Jawa Barat dengan Pembentukan
Hukum di Tingkat Nasional
Kunci utama keberhasilan meningkatkan penegakan Hi&i agar produk hukum
yang dihasilkan di daerah berbasis HAM adalah lagaa pemerintah daerah melakukan
koordinasi dan merespon segenap perangkat instruifevi yang ada, sehingga HAM

menjadi sistem nilai yang familiar serta sesuapd@enkebutuhan masyarakat.
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Hasil penelitian menunjukkan sejauh ini Undang-Urnga Konvensi-Konvensi
Internasional yang telah diratifikasi, dan PeraiuP@merintah, maupun Keputusan Presiden
belum diimplementasikan secara eksplisit dalam pemikan Perda yang terkait Hukum
HAM di Jawa Barat. Tampaknya masih ada permasaldi@monisasi pembentukan
peraturan perundang-undangan di daerah dengaratiédgsional. Dengan kata lain belum
ada keterkaitan dan sinkronisasi baik secara \artikaupun horizontal tentang hukum di
Jawa Barat khususnya dalam pembentukan peraturandaeng-undangan yang terkait denga
Hukum HAM di bidang pendidikan, kesehatan, Ketekagaan dan lingkungan Hidup.

Di dalam penyusunan peraturan Daerah yang terleigah Hukum HAM, para
pejabat yang berwenang untuk menyusun peraturaratdaeelibatkan tenaga ahli yang
memiliki kompetensi dibidang Hukum dan HAM. Hasénelitian menunjukkan sebanyak
79,86% responden melibatkan ahli terkait dalam memkan peraturan daerah dan.
Pelibatan para ahli tersebut dimaksudkan untuk meskan naskah akademik sebelum
peraturan daerah tersebut ditetapkan. Hasil parelinenunjukkan bahwa dalam setiap
pembentukan peratuan yang berkait dengan selalhudlidi dengan penyusunan naskah

akademik.

Tabel 4.9

Penyusunan Naskah Akademik dalam setiap Pembentukan Hukum Ham yang
mengatur Bidang Pendidikan, K esehatan, K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup

(N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Selalu 51 37 48 36 172
Kadang-kadang 18 21 18 16 73
Tidak Pernah 11 11 6 16 44
Tidak Jawab 1 4 7 2 14

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007
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Dalam setiap penyusunan peraturan daerah terdaktair-faktor kepentingan yang
mempengaruhi lembaga pembentukan hukum. Faktomkiegan tersebut mencakup faktor
politik, ekonomi, dan sosial budaya. Proses pemitd@mt Hukum HAM yang mengatur
bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan idghuhgan hidup di Jawa Barat juga
tidak luput dari faktor itu. Hasil penelitian menuikkan faktor kepentingan yang utama yang
mempengaruhi pembentukan Hukum HAM di Jawa Barataédfaktor ekonomi 59,73%,
faktor politik 26,73% dan faktor budaya 6,60%. Pang kepentingan ini menurut sebagian
besar responden (83,16%) sangat besar dalam mearpBngroses pembentukan Hukum
HAM dan penegakkannya.

Tabel 4.10
Faktor Kepentingan yang mempengar uhi L embaga Pembuat Peraturan

dalam Setiap Pembentukan Hukum Ham (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Selalu 51 37 48 36 172
Kadang-kadang 18 21 18 16 73
Tidak Pernah 11 11 6 16 44
Tidak Jawab 1 4 7 2 14

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Di dalam proses pembentukan Hukum HAM yang menghidang Pendidikan,
63,37% responden
menyatakan melibatkan masyarakat dalam pembentp&eaturan daerah. Sebagian besar
responden (57,42%) menyatakan pelibatan masyarakatrata satu kali, 34,32% tidak
menjawab dan 8,25% pelibatan masyarakat lebihsé#eli (Tabel 4.11)

Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidumarsek
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Tabel 4.11

Pengetahuan Responden Tentang Frekuensi Keterlibatan M asyar akat dalam

Pembentukan Hukum Ham (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham

Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup
Satu Kali 50 33 48 43 174/57,42
Lebih dari satu kali 0 13 11 1 25/8,25
Tidak Jawab 31 27 20 26 104/34,32
81 73 79 70 303

Sumber; Hasil Penelitian, 2007

Masyarakat yang dilibatkan dalam pembentukan pematdaerah terkait dengan

Hukum HAM yang mengatur Bidang Pendidikan,

Kesahat&etenagakerjaan dan

Lingkungan Hidup meliputi tuokoh masyarakat, toledmma, dan dari Perguruan Tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat ypadjing banyak terlibat dalam
pembentukan Hukum HAM adalah Tokoh Masyarakat @)l tokoh agama 9,90% dan

dari Perguruan Tinggi.
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Tabel 4.12

Pengetahuan Responden Tentang Pelibatan M asyar akat dalam Pembentukan Hukum

Ham (N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Tokoh Masyarakat 71 57 64 54 246
Tokoh Agama 6 7 5 12 30
Perguruan Tinggi 0 1 0 0 1
Tidak Jawab 4 8 10 4 26

81 73 79 70 303

Sumber; Hasil Penelitian, 2007

Kondisi struktur kelembagaan pembentuk Hukum HAMgaerupa sarana dan
prasarana, ketanggapan, etos Kkerja, profesionalismiegritas, koordinasi, standar
operasional prosedur, dan fragmentasi merupakdorfakenting yang dapat mempengaruhi
kualitas peraturan daerah yang dibentuk. Kondisirea dan fasilitas kelembagaan penegak
Hukum HAM di Jawa Barat tergolong belum lengkapteDhasil penelitian menunjukkan
hanya 35,64% responden yang mengatakan kelembageagak Hukum HAM memiliki
saranal/fasilitas lengkap. Sebanyak 32,34% responumtyatakan ada tetapi tidak lengkap
dan 29,70% responden tidak memberikan jawaban (HAabg).
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Tabel 4.13

Pengetahuan Responden Tentang Kondis sarana/Fasilitas K elembagaan

Penegak Hukum Ham (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup
Ada Lengkap 30 19 24 35 108
Ada Tidak Lengkap 23 28 35 12 98
Tidak Ada 0 3 4 0 7
Tidak Jawab 28 23 16 23 90
81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Dilihat dari aspek ketanggapan, Kelembagaan penklg&km HAM di Jawa Barat
memiliki ketanggapan yang baik. Hal ini diketahairidhasil penelitian yang menunjukkan
sebanyak 72, 60% responden menyatakan ketanggepenbagaan penegak Hukum HAM
baik, dan sisanya menyatakan kurang baik dan adaljawaban (Tabel 4.14).
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Tabel 4.14

Pengetahuan Responden Tentang K etanggapan K elembagaan Penegak Hukum Ham

(N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham

Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat Baik 6 4 7 6 23

Baik 53 50 50 44 197

Kurang Baik 17 15 13 17 62

Tidak Jawab 5 4 9 3 21

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Etos kerja menunjuk pada semangat, motivasi, ugahg tidak mengenal menyerah
dalam mencapai tujuan. Etos kerja merupakan prasyegi keberhasilan lembaga dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi étmga kelembagaan penegak hukum
HAM di Jawa Barat dinilai oleh responden (60,06%&nghn kategori baik, dan masih

terdapat 33,99% responden yang menilai etos ketg@ribagaan penegak hukum kurang baik

dan sisanya tidak memberikan jawaban (Tabel 4.15).
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Tabel 4.15

Pengetahuan Responden Tentang Etos Kerja Kelembagaan Penegak Hukum Ham

(N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Jawaban Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup
Sangat Baik 0 1 4 1 6
Baik 54 46 38 38 176
Kurang Baik 22 22 31 28 103
Tidak Baik 1 2 0 2 5
Tidak Jawab 4 2 6 1 13
81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Profesionalisme kelembagaan penegak Hukum HAM diaJ8arat dinilai oleh
responden (60,06%) dalam kategori profesionaldaj9988 responden lainnya menilai
kurang kurang profesional. Dibandingkan diantarpanbidang yang diteliti, profesionalitas
kelembagaan penegakkan Hukum HAM tertinggi ada gadang pendidikan, sedangkan
terendah adalah bidang lingkungan hidup (Tabel)4.16
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Tabel 4.16. Pengetahuan Responden Tentang Profesionalisme Kelembagaan Penegak
Hukum Ham (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham

Kategori Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Jawaban Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup
Sangat Baik d 1 3 0 4
Baik 57 49 42 30 178
Kurang Baik 2] 18 29 36 104
Tidak Baik 0 2 0 2 4
Tidak Jawab 3 3 5 2 13
81 73 79 70 303

Sumber; Hasil Penelitian, 2007

Integritas kelembagaan penegak Hukum HAM dalam pemikan Hukum HAM

yang mengatur bidang pendidikan, kesehatan, keddeggan dan lingkungan hidup, dinilai
oleh 64,02% responden dalam kategori baik, 29,3%nyatakan kurang baik dan sisanya
tidak menjawab. Data kondisi integritas penegakunukiapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut

ini.

57



Tabel 4.16

Pengetahuan Responden Tentang Integritas Kelembagaan Penegak Hukum Ham

(N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham

Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat Baik 0 1 1 0 2

Baik 55 48 47 42 192

Kurang Baik 22 20 25 22 89

Tidak Baik 0 1 0 2 3

Tidak Jawab 4 3 6 4 17
81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Koordinasi

penegakkan

31, 35% dinilai kurang baik dan sisanya tidak menkba jawaban. Data hasil penelitian

Hukum HAM vyang

terkait

dengan

bidang diuian,
ketenagakerjaan dan lingkungan hidup, dinilai @8f06% responden dalam kategori baik,

kelembagaan penegak Hukum HAM dalam memikkan dan

kesehatan,

mengenai kondisi koordinasi kelembagaan penegakitdUKAM di Jawa Barat dapat dilihat

pada tabel 4.17 berikut ini.
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Tabel 4.17

Pengetahuan Responden Tentang Koordinas: K elembagaan Penegak Hukum Ham

(N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham

Kategori _ Jumlah

Jawaban Pendidikan | K esshatan Kkeérejnz;afna_ - :((;Junr? o
Sangat Baik 2 2 1 0 5
Baik 51 40 42 44 177/60,06
Kurang Baik 23 22 30 20 95/31,35
Tidak Baik 0 6 0 2 8
Tidak Jawab 5 3 6 4 18

81 73 79 70 303

Sumber; Hasil Penelitian, 2007

Standar operasional prosedur kelembagaan penegkdnH#HAM di Jawa Barat
dinilai oleh 64,02% responden dalam kategori baikeka telah memiliki SOP, sedangkan
29,27% responden menilai SOP kelembagaan penegaknHHAM dalam kategori kurang
baik (Tabel 4.18). Sedangkan kondisi fragmentaserkbagaan penegak Hukum HAM
dinilai oleh 91,08% sangat baik.

59



Tabel 4.18

Pengetahuan Responden Tentang Standar Operasional Prosedur Kelembagaan
Penegak Hukum Ham (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat Baik 0 1 1 0 2
Baik 55 48 47 42 192/64,02
Kurang Baik 22 20 25 22 89/29,2/7
Tidak Baik 0 1 0 2 3
Tidak Jawab 4 3 6 4 17

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Di dalam pembentukan peraturan daerah, hal yangstdiperhatikan adalah bahwa

materi peraturan daerah yang dibentuk harus semgjan peraturan yang ada di tingkat

propinsi dan tingkat nasional. Ketentuan ini pediperhatikan agar produk hukum yang

dihasilkan tidak berbenturan dengan peraturan shgtayang terlebih dahulu disusun. Data

hasil penelitian tentang keseuaian materi Peratraerah yang terkait Hukum HAM di

bidang Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan oeykuhgan hidup di Jawa Barat

menunjukkan sebanyak 53,79% responden menyatakap @esuai, 11,66% sangat sesuai

dan sisanya menyatakan kurang sesuai dan tidajaadaan (Tabel 4.19).
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Tabel 4.19

Keseuaian materi Perda Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan, Kesehatan,

K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup Dengan Peraturan di tingkat Provinsi

(N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat sesuai 10 14 7 5 36
Cukup sesuai 40 37 46 40 163
Kurang Sesuai 9 12 15 15 51
Tidak Sesuai 3 0 0 0 3
TDK JAWAB 19 10 11 10 50

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Dilihat dari kesesuaian materi Peraturan Daerafg yerkait Hukum HAM yang

mengatur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenageenian Lingkungan Hidup dengan

Peraturan/Perundangan tingkat Nasional, hasil pEmelmenunjukkan bahwa sebanyak

49,83% mengatakan cukup sesuai, 10,23% sangati skEsuasisanya 39,93% mengatakan

kuran sesuai dan tidak ada jawaban (Tabel 4.20).
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Tabel 4.20.

Keseuaian Materi Perda Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan, K esehatan,

K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup dengan Per atur an/Per undangan tingkat

Nasional (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat sesuai 6 10 9 6 31
Cukup sesuai 37 33 46 35 151
Kurang Sesuai 19 17 13 16 65
Tidak Sesuai 0 2 0 2 4
TDK JAWAB 19 11 11 11 52

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat demgasyarakat, sebagaimana

diungkapkan dalam slogamblii societas ibi iusyang berarti di mana ada masyarakat di sana

ada hukum, karena hukum mengatur pergaulan antausi@gadalam masyarakat. Hukum

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukurg fiaup the living law dalam

masyarakat, yang sesuai dengan atau merupakanrpeémae dari nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakat. Mengenai apakah Peraturan Daewady terkait Hukum HAM yang

mengatur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenageergdan Lingkungan Hidup sesuai

dengan tujuan hakiki Hukum HAM, hasil penelitianmagjukkan adanya kesesuaian antara

perda yang terkait dengan Hukum HAM dengan tujuakikn Hukum HAM itu sendiri.

Namun masih ada sebanyak 21,11% responden menydidkit sesuai dan 16,50% tidak

menjawab pertanyaan yang diajukan (Tabel 4.21).
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Tabel 4.21

Kesesuaian Materi Perda Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan, K esehatan,

K etenagakerjaan dan Lingkungan Hidup dengan Tujuan Hakiki Hukum HAM (N=303)

Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga- | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat sesuai 6 10 5 5 26
Cukup sesuai 41 35 48 36 160
Kurang Sesuai 15 16 16 18 65
Tidak Sesuai 0 1 0 1 2
TDK JAWAB 19 11 10 10 50

81 73 79 70 303

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Dilihat dari kesesuaian antara materi Peraturanrdbagang terkait hukum HAM

yang mengatur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketkasgaian dan Lingkungan Hidup

dengan kebutuhan masyarakat sebagian besar respayd¢akan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 60,72%»aeden menyatakan sangat sesuai,

21,12% menyatakan cukup sesuai dan sisanya meyatakang seseuai (Tabel 4.22).
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Tabel 4.22

Kesesuaian Materi Perda Hukum Ham yang mengatur Bidang Pendidikan, K esehatan,

Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup dengan Tujuan Kebutuhan M asyar akat

(N=303)
Perundangan Terkait Hukum Ham
Kategori Jawaban Ketenaga | Lingkungan | Jumlah
Pendidikan | Kesehatan kerjaan Hidup

Sangat sesuai 48 43 53 40 184
Cukup sesuai 17 17 9 21 64
Kurang Sesuai 1 4 1 3 9
Tidak Sesuai 1 0 6 1 8
TDK JAWAB 14 9 10 5 38

81 73 79 70 303

Sumber; Hasil Penelitian, 2007

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, merikan bahwa sejauh ini Undang-
Undang, Konvensi-Konvensi Internasional yang telahtifikasi, dan Peraturan Pemerintah,
maupun Keputusan Presiden belum sepenuhnya diireplasikan secara eksplisit dalam
pembentukan Peraturan Daerah yang terkait Hukum HiAWawa Barat. Tampaknya masih
ada permasalahan harmonisasi pembentukan perapgamdang-undangan di daerah
dengan tingkat Nasional. Dengan kata lain belumkatizrkaitan dan sinkronisasi baik secara
vertikal maupun horizontal dalam pembentukan huldindawa Barat khususnya dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan yangttel@ga Hukum HAM di bidang
pendidikan, kesehatan, Ketenagakerjaan dan lingkuhrfidup.

Di dalam penyusunan peraturan Daerah yang terleigah Hukum HAM, para
pejabat yang berwenang telah melibatkan tenagayahti memiliki kompetensi di bidang
Hukum dan HAM. Pelibatan para ahli tersebut dimdkanm untuk merumuskan naskah
akademik sebelum peraturan daerah tersebut dietapklamun pelibatan partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Hukum HAM di JawatBaasih bersifat elitis yakni hanya
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mengdan keterwakilan kepentingan

masyarakat. Hasil penelitian juga memperlihatkaengaruh faktor kepentingan dalam
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pembentukkan hukum HAM sangat besar. Faktor kepgsi yang mempengaruhi
pembentukkan hukum HAM tersebut adalah faktor ekardan politik.

4.3 Desain Kebijakan mengenai Bentuk Penegakan Hukum dan HAM yang seharusnya
Diimplementasikan di Provinsi Jawa Bar at

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, ditemudata dan informasi yang
nmenunjukkan masih ada permasalahan harmonisasbguenkan peraturan perundang-
undangan di daerah dengan tingkat Nasional khusustafam pembentukan peraturan
perundang-undangan yang terkait denga Hukum HAMidang pendidikan, kesehatan,
Ketenagakerjaan dan lingkungan Hidup. Hasil penalijuga memperlihatkan, pengaruh
faktor kepentingan dalam pembentukkan hukum HAMyaabesar. Faktor kepentingan yang
mempengaruhi pembentukkan hukum HAM tersebut adalaktor ekonomi dan politik.
Kondisi ini diduga menjadi penyebab mengapa pelibapartisipasi masyarakat dalam
pembentukan Hukum HAM di Jawa Barat masih bergdfits yakni hanya melibatkan
tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tidak mencerminkegterwakilan kepentingan
masyarakat. Faktor kepentingan ini pula diduga éregpruh pada pada pelaksanaan hukum
HAM dan lemahnya peneggakan Hukum HAM khususnyaiding pendidikan, kesehatan,
Ketenagakerjaan dan lingkungan Hidup di Jawa Barat.

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturamgeamg-undangan, melalui
putusan hukum, peraturan perundang-undangan menghg dan diterapkan sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkanumaraperundang-undangan yang
kurang baik akan tetap mencapai sasaran atau hyjaampabila berada di tangan para
penegak hukum yang baik.

Di dalam sistem penegakan hukum, penegakan hukdak thanya terjadi dalam
rangkaian proses peradilan saja, tetapi juga dimkwleh badan-badan lain yang terkait.
Oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya mengeaausianya” (polisi, jaksa, hakim)
sebagai sistem, penegakan hukum menyangkut berlsadpgistem, yaitu: kelembagaan
penegakan hukum; sumber daya/penegak hukum; teda(rt@kanisme) penegakan hukum;
dan prasarana dan sarana penegakan hukum.

Mengenali unsur-unsur peradilan dan non peraddan, aneka ragam subsistemnya
sangat perlu agar upaya pembenahan penegakan hliapandilakukan secara integral, tidak
hanya menyangkut institusi peradilan belatagnifikansi peranan badan ataupun aparat
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penegak hukum menjadi bagian penting dalam kedwsuaruproses penegakan hukum.
Demikian pula dengan substansi hukum harus dapatgakemodasikan kepentingan
masyarakat sehingga memenuhi rasa keadilan bagiakaorang pada saat diterapkan
ataupun ditegakan pada tataran empirikal. Karenadik struktur hukum maupun substansi
hukum dalam proses identifikasi di sini tidak dapgtisahkan. Baik maupun buruknya
kinerja struktur hukum dan substansi hukum, akamddmpak atau sedikit banyak
mempengaruhi persepsi dan apresiasi masyarakatsgsthukum.

Untuk mewujudkan “kepastian hukum” dalam suatuesistpemerintahan yang
berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukaleg unsur-unsur sebagai berikut, yakni:
(1) substansi hukum, (2) aparatur hukum, dan (3Japa hukum. Unsur kedua (istilah
aparatur hukum) digunakan istilah struktur hukumgyaneliputi badan peradilan, kepolisian,
badan penuntutan, lembaga pemasyarakatan, penlasikwuah, konsultan hukum, dan badan-
badan penyelesaian sengketa hukum di luar badadi|a.

Ada dua aspek besar yang bertalian dengan berkafydian pencari keadilan yaitu
mutu putusan dan integritas penegak hukum. Duahatapkali salin menjauh dalam suatu
putusan disebabkan karena penegak hukum tidakl me#dainkan berpihak. Hal ini dapat
terjadi karena beberapa hal:

a. Pengaruh kekuasaan. Majelis tidak berdaya menghaki@pendak pemegang
kekuasaan yang lebih tinggi baik dari lingkungamdse (misalnya dan Hakim
Agung), atau dari luar lingkungannya (misalnya daanbernur, Bupati, Menteri,
Pengusaha dan lain-lain).

b. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebiharatiapenimbulkan rasa takut atau
cemas majelis bersangkutan, sehingga memutus sdsugian “paksaan” publik
bersangkutan.

c. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumbehwlzumgan primordial tertentu,
maupun karena “komersialisasi perkara”. Perkara jadérkomoditas perniagaan.
Yang membayar lebih mahal akan dimenangkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut masih ditemdikalawa Barat khususnya
dalam pembentukan dan penegakan hukum HAM di JaweatB Berdasarkan hasil
penelitian, ditemukan data dan informasi yang mgrkkan masih ada permasalahan
harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undahgierah dengan tingkat Nasional
khususnya dalam pembentukan peraturan perundarajrgad yang terkait denga Hukum
HAM di bidang pendidikan, kesehatan, Ketenagakarjdan lingkungan Hidup. Hasil
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penelitian juga memperlihatkan, pengaruh faktorekéipgan dalam pembentukkan hukum
HAM sangat besar. Faktor kepentingan yang mempahgg@gembentukkan hukum HAM
tersebut adalah faktor ekonomi dan politik. Kondis diduga menjadi penyebab mengapa
pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukakum HAM di Jawa Barat masih
bersifat elitis yakni hanya melibatkan tokoh-toknhsyarakat, sehingga tidak mencerminkan
keterwakilan kepentingan masyarakat. Faktor kepgati ini pula diduga berpengaruh pada
pada pelaksanaan hukum HAM dan lemahnya peneggdk&om HAM khususnya di
bidang pendidikan, kesehatan, Ketenagakerjaanimgkuhgan Hidup di Jawa Barat.
Bagaimana cara mencegah dan mengatasi kondisi dtomdaklah cukup dengan
seruan moral saja, tetapi perlu upaya lain yangadapengeliminir penyimpangan
pembentukan dan penegakkan hukum HAM di Jawa Barsusnya di bidang pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidugaibeKebijakan mengenai Bentuk

Penegakan Hukum HAM yang seharusnya Diimplemeraasik Provinsi Jawa Barat

1. Mengurangi pengaruh kekuasaan dengan membangumsisolitik, sosial, dan
budaya yang menjunjung tinggi hukum, atau dapatkdi@ menghormati hukum.

2. Meningkatkan peranan badan ataupun aparat penegaknhmenjadi bagian penting
dalam keseluruhan proses penegakan hukum.

3. Mengakomodasikan kepentingan masyarakat sehingdtasisi materi hukum
memenuhi rasa keadilan bagi banyak orang padapsaaturan tersebut diterapkan
ataupun ditegakan pada tataran empirikal.

4. Kebijakan publik dirancang sebagai sebuah instrungaham mengendalikan
masyarakat, yang selanjutnya dilegalisasikan dékntuk hukum (Peraturan Daerah)
agar masing-masingtakeholdersyang kemungkinan dikemudian hari melanggar
kesepakatan tersebut dapat dikenai sanksi, danskemsi dari parastakeholders
dapat dijaga keutuhannya

5. Melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum HAlslkthanya terbatas pada
lingkup elit (tokoh masyarakat, akademisi, LSM) asajetapi lebih melibatkan
masyarakat secara lebih luas.

6. Pada tingkatan implementasi kebijakan diperlukamdikasi dan integritas dari
badan-badan dan penegak hukum yang terkait dengamjujomg tinggi netralitas,
sehingga implementasi peraturan daerah tentangnihukAM di lapangan dapat

berjalan lancar.
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BABV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa @&inBkngetahuan pengetahuan
responden terhadap Hukum HAM cukup tinggi, namungp&ahuan masyarakat tentang
keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur Hukum HAbltih rendah. Secara umum
responden memiliki pemahaman dan penghayatan ydagdinggi terhadap Hukum HAM
di Jawa Batat. Namun Kepatuhan responden dalamksaiakan Hukum Ham di bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkuhglup di Jawa Barat masih lemabh. Itu
sebabnya di Jawa Barat masih sering terjadi petaaggHukum HAM baik dilakukan oleh

penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Sejauh ini Undang-Undang, Konvensi-Konvensi Inteim@al yang telah diratifikasi,
dan Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presitbetum sepenuhnya
diimplementasikan secara eksplisit dalam pembentuRaraturan Daerah yang terkait
Hukum HAM di Jawa Barat. Di dalam penyusunan pesgatuDaerah yang terkait dengan
Hukum HAM, para pejabat yang berwenang telah mtd#a tenaga ahli yang memiliki
kompetensi di bidang Hukum dan HAM. Pelibatan paié tersebut dimaksudkan untuk
merumuskan naskah akademik sebelum peraturan daeradbut ditetapkan. Namun
pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukakum HAM di Jawa Barat masih
bersifat elitis yakni hanya melibatkan tokoh-tokofasyarakat yang tidak mencerminkan
keterwakilan kepentingan masyarakat. Hasil peaaliiga memperlihatkan, pengaruh faktor
kepentingan dalam pembentukkan hukum HAM sangaarbdsaktor kepentingan yang
mempengaruhi pembentukkan hukum HAM tersebut ad&&tor ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data dfmmrimasi yang menunjukkan masih
ada permasalahan harmonisasi pembentukan perapgamdang-undangan di daerah
dengan tingkat Nasional khususnya dalam pembentoéeiuran perundang-undangan yang
terkait dengan Hukum HAM di bidang pendidikan, ketan, Ketenagakerjaan dan
lingkungan Hidup. Hasil penelitian juga memperlikzat, pengaruh faktor kepentingan dalam
pembentukkan hukum HAM sangat besar. Faktor kepgsi yang mempengaruhi
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pembentukkan hukum HAM tersebut adalah faktor ekardan politik. Kondisi ini diduga
menjadi penyebab mengapa pelibatan partisipasi analsgt dalam pembentukan Hukum
HAM di Jawa Barat masih bersifat elitis yakni hanpalibatkan tokoh-tokoh masyarakat,
sehingga tidak mencerminkan keterwakilan kepentingasyarakat. Faktor kepentingan ini
pula diduga berpengaruh pada pada pelaksanaan hdikwh dan lemahnya peneggakan
Hukum HAM khususnya di bidang pendidikan, kesehakatenagakerjaan dan lingkungan
Hidup di Jawa Barat. Bagaimana cara mencegah damgatesi kondisi kondisi tidaklah
cukup dengan seruan moral saja, tetapi perlu udaya yang dapat mengeliminir
penyimpangan pembentukan dan penegakkan hukum HAllMeéh Barat kususnya di bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkuhglup.

Desain Kebijakan mengenai Bentuk pembentukan daega&an Hukum HAM yang

seharusnya diimplementasikan di Provinsi Jawa Blpat dilakukan melalui:

1) Mengurangi pengaruh kekuasaan dengan membangamgstitik, sosial, dan
budaya yang menjunjung tinggi hukum, atau dapatldi@ menghormati
hukum.

2) Meningkatkan peranan badan ataupun aparat penagaknhmenjadi bagian
penting dalam keseluruhan proses penegakan hukum.

3) Mengakomodasikan kepentingan masyarakat sehindggiasisi materi hukum
memenuhi rasa keadilan bagi banyak orang pada ma@turan tersebut
diterapkan ataupun ditegakan pada tataran empirikal

4) Kebijakan publik dirancang sebagai sebuah instrumi@am mengendalikan
masyarakat, yang selanjutnya dilegalisasikan ddlamtuk hukum (Peraturan
Daerah) agar masing-masistakeholderyang kemungkinan dikemudian hari
melanggar kesepakatan tersebut dapat dikenai satacsikonsistensi dari para
stakeholdersdapat dijaga keutuhannya

5) Melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum HAlslkthanya terbatas
pada lingkup elit (tokoh masyarakat, akademisi, )S8&ja, tetapi lebih
melibatkan masyarakat secara lebih luas.

6) Pada tingkatan implementasi kebijakan diperlukarikasi dan integritas dari
badan-badan dan penegak hukum yang terkait dengamujung tinggi
netralitas, sehingga implementasi peraturan dagatang hukum HAM di

lapangan dapat berjalan lancar.
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5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di ategukan beberapa saran yang dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukapateegakkan hukum HAM di Jawa

Barat, yaitu:

1) Perlu disusun Program Legislasi Daerah, baik dviRsb maupun Kabupaten/Kota
agar ada kepastian mengenai regulasi di daerahtggtagt Hukum HAM.

2) Melakukan penegakkan hukum Ham melalui:

a. Revitalisasi fungsi pengadilan sebagai lembagagsnbukum HAM

b. Pengembangan lembaga penyelesaian sengketa afte(ABXR) seperti
arbitrase, mediasi, dan lain-lain

c. Perlu diatur kembali hubungan fungsional di antsea penegak hukum agar
tecipta sinergitas (koordinasi, integrasi sinkrasis simplifikasi) dalam
penegakan hukum HAM.

3) Pembinaan SDM melalui sistem pendidikan, pelatihakim dan panitera yang
berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan k@lammmenanamkan integritas
dan karakter (benar, adil, jujur, dapat dipercaga amanah)

4) Pembinaan sistem pengelolaan peraditzouit managemeptmencakup pembinaan
tenaga kesekretariatan dan kepaniteraan, tata @ezjaworll, keuangan, prasarana
dan sarana, sistem pengawasan keorganisasiancgeaam, dan lain-lain

5) Pengembangan sistem informasi, melalui pengembangaimgan internet,

komputerisasi, dan lain-lain
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KUESIONER
Bidang Pendidikan

INSTANSI

NAMA

ALAMAT

RESPONDEN

NOMOR

NAMA

JABATAN

USIA

DOMISILI

SURVEYOR

NAMA

TANGGAL SURVEY

Catatan: Identitas responden tidak akan dikemukakan dalam laporan
penelitian

1.

Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah sudah ada Perda-perda
yang terkait dengan HAM?

a. Sudah ada

b. Belum ada

Bila sudah ada, Perda-perda tentang apa saja?

Bila belum ada vyang berbentuk Perda, apakah sudah ada
peraturan/kebijakan lain yang mengatur HAM?2 Apa bentuknya?

a. Peraturan Kepala Daerah

b. Program kerja SKPD

c. Lainnyq, sebutkan

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di fingkat nasional?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai




~O

10.

1.

12.

13.

KUESIONER
Bidang Pendidikan

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan tujuan hakiki
dari hukum HAM?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Kepentingan siapa yang menjadi prioritas dalam peraturan tersebut?
a. Masyarakat

b. Pemerintah Daerah

c. Pemerintah Nasional

d. Lainnyaq, sebutkan

. Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah dalam menyusun materi

peraturan/kebijakan tersebut sudah melibatkan pihak-pihak yang memiliki
keahlian di bidang terkaite

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Apakah dalam pembentukan peraturan/kebijakan didasari oleh naskah
akademik?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Kepentingan-kepentingan apa yang dapat mempengaruhi lembaga
pembuat peraturan/kebijakan?

a. Politik

b. Ekonomi

c. Adat/budaya

d. Agama

e. Lainnyq, sebutkan

Seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi lembaga yang
berwenang membuat peraturan/kebijakan?

a. Sangat besar

b. Besar

c. Kurang besar

Apakah ada pelibatan masyarakat dalam pembentukan hukum HAM?
a. Ada
Bila ada, dalam bentuk apa?




KUESIONER
Bidang Pendidikan

Berapa kali pelibatan tersebut dilakukan?
a. Satu kali
b. Lebih dari 1 kali

Siapa saja yang dilibatkan?
a. Tokoh masyarakat
b. Tokoh agama
c.LSM

d. Perguruan tinggi
e. Lainnya, sebutkan

b. Tidak ada pelibatan masyarakat

14. Apakah materi hukum HAM tersebut disosialisasikan?
a. Ya b. Tidak
Bila Ya, melalui apa?

Dalam bentuk Lembaran Daerah

Media cetak

Media elekironik

Internet

Diumumkan di depan kantor SKPD

Disebarkan melalui RT/RW

Melalui kegiatan sosialisasi khusus

Lainnya, sebutkan

SQ 0000

15. Apakah materi yang disampaikan dalam sosialisasi sudah cukup jelas dan
dapat dipahami?
a. Sangat jelas dan dipahami
b. Jelas dan dipahami
c. Kurang jelas dan kurang dipahami
d. Tidak jelas dan sulit dipahami

16. Apakah materi yang disampaikan dalam berbagai media tersebut
konsistene
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

17. Bagaimana kondisi struktur kelembagaan penegak hukum HAM:
1. Sarana/fasilitas
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

2. Ketanggapan
a. Sangat baik
b. Baik



KUESIONER
Bidang Pendidikan

c. Kurang baik
d. Tidak baik

3. Etos kerja
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang baik
d. Tidak baik

4. Profesionalisme
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oaQa

5. Integritas
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oQ

6. Koordinasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

aooaoa

7. Standar Operasional Prosedur
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

8. Fragmentasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Q0oTQa

18. Apakah Bapak/lbu/Sdr mengetahui tentang hukum HAM yang mengatur
bidang pendidikan:
a. Ya
b. Tidak

19. Bila ya, apakah Bapak/lbu/Saudara memahami materi
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Sangat paham
b. Paham
c. Kurang paham
d. Tidak paham



KUESIONER
Bidang Pendidikan

20. Apakah masyarakat mau mematuhi  peraturan/kebijokan tersebut
dengan sukarela?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

21. Apakah masyarakat mau melaksanakan setiap ketentuan dalam
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

Terima kasih atas kerja sama/bantuan Bapak/Ibu, mudah-mudahan
penelitian ini bermanfaat.



KUESIONER
Bidang Kesehatan

INSTANSI

NAMA

ALAMAT

RESPONDEN

NOMOR

NAMA

JABATAN

USIA

DOMISILI

SURVEYOR

NAMA

TANGGAL SURVEY

Catatan: Identitas responden tidak akan dikemukakan dalam laporan
penelitian

1.

Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah sudah ada Perda-perda
yang terkait dengan HAM?

a. Sudah ada

b. Belum ada

Bila sudah ada, Perda-perda tentang apa saja?

Bila belum ada vyang berbentuk Perda, apakah sudah ada
peraturan/kebijakan lain yang mengatur HAM?2 Apa bentuknya?

a. Peraturan Kepala Daerah

b. Program kerja SKPD

c. Lainnyq, sebutkan

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di fingkat nasional?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai
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12.

13.

KUESIONER
Bidang Kesehatan

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan tujuan hakiki
dari hukum HAM?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Kepentingan siapa yang menjadi prioritas dalam peraturan tersebut?
a. Masyarakat

b. Pemerintah Daerah

c. Pemerintah Nasional

d. Lainnyaq, sebutkan

. Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah dalam menyusun materi

peraturan/kebijakan tersebut sudah melibatkan pihak-pihak yang memiliki
keahlian di bidang terkaite

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Apakah dalam pembentukan peraturan/kebijakan didasari oleh naskah
akademik?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Kepentingan-kepentingan apa yang dapat mempengaruhi lembaga
pembuat peraturan/kebijakan?

a. Politik

b. Ekonomi

c. Adat/budaya

d. Agama

e. Lainnyq, sebutkan

Seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi lembaga yang
berwenang membuat peraturan/kebijakan?

a. Sangat besar

b. Besar

c. Kurang besar

Apakah ada pelibatan masyarakat dalam pembentukan hukum HAM?
a. Ada
Bila ada, dalam bentuk apa?




KUESIONER
Bidang Kesehatan

Berapa kali pelibatan tersebut dilakukan?
a. Satu kali
b. Lebih dari 1 kali

Siapa saja yang dilibatkan?
a. Tokoh masyarakat
b. Tokoh agama
c.LSM

d. Perguruan tinggi
e. Lainnya, sebutkan

b. Tidak ada pelibatan masyarakat

14. Apakah materi hukum HAM tersebut disosialisasikan?
a. Ya b. Tidak
Bila Ya, melalui apa?

Dalam bentuk Lembaran Daerah

Media cetak

Media elekironik

Internet

Diumumkan di depan kantor SKPD

Disebarkan melalui RT/RW

Melalui kegiatan sosialisasi khusus

Lainnya, sebutkan

SQ 0000

15. Apakah materi yang disampaikan dalam sosialisasi sudah cukup jelas dan
dapat dipahami?
a. Sangat jelas dan dipahami
b. Jelas dan dipahami
c. Kurang jelas dan kurang dipahami
d. Tidak jelas dan sulit dipahami

16. Apakah materi yang disampaikan dalam berbagai media tersebut
konsistene
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

17. Bagaimana kondisi struktur kelembagaan penegak hukum HAM:
1. Sarana/fasilitas
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

2. Ketanggapan
a. Sangat baik
b. Baik



KUESIONER
Bidang Kesehatan

c. Kurang baik
d. Tidak baik

3. Etos kerja
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang baik
d. Tidak baik

4. Profesionalisme
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oaQa

5. Integritas
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oQ

6. Koordinasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

aooaoa

7. Standar Operasional Prosedur
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

8. Fragmentasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Q0oTQa

18. Apakah Bapak/lbu/Sdr mengetahui tentang hukum HAM yang mengatur
bidang kesehatan:
a. Ya
b. Tidak

19. Bila ya, apakah Bapak/lbu/Saudara memahami materi
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Sangat paham
b. Paham
c. Kurang paham
d. Tidak paham



KUESIONER
Bidang Kesehatan

20. Apakah masyarakat mau mematuhi  peraturan/kebijokan tersebut
dengan sukarela?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

21. Apakah masyarakat mau melaksanakan setiap ketentuan dalam
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

Terima kasih atas kerja sama/bantuan Bapak/Ibu, mudah-mudahan
penelitian ini bermanfaat.



KUESIONER
Bidang Lingkungan Hidup

INSTANSI

NAMA

ALAMAT

RESPONDEN

NOMOR

NAMA

JABATAN

USIA

DOMISILI

SURVEYOR

NAMA

TANGGAL SURVEY

Catatan: Identitas responden tidak akan dikemukakan dalam laporan
penelitian

1.

Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah sudah ada Perda-perda
yang terkait dengan HAM?

a. Sudah ada

b. Belum ada

Bila sudah ada, Perda-perda tentang apa saja?

Bila belum ada vyang berbentuk Perda, apakah sudah ada
peraturan/kebijakan lain yang mengatur HAM?2 Apa bentuknya?

a. Peraturan Kepala Daerah

b. Program kerja SKPD

c. Lainnyq, sebutkan

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di fingkat nasional?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai
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KUESIONER
Bidang Lingkungan Hidup

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan tujuan hakiki
dari hukum HAM?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Kepentingan siapa yang menjadi prioritas dalam peraturan tersebut?
a. Masyarakat

b. Pemerintah Daerah

c. Pemerintah Nasional

d. Lainnyaq, sebutkan

. Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah dalam menyusun materi

peraturan/kebijakan tersebut sudah melibatkan pihak-pihak yang memiliki
keahlian di bidang terkaite

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Apakah dalam pembentukan peraturan/kebijakan didasari oleh naskah
akademik?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Kepentingan-kepentingan apa yang dapat mempengaruhi lembaga
pembuat peraturan/kebijakan?

a. Politik

b. Ekonomi

c. Adat/budaya

d. Agama

e. Lainnyq, sebutkan

Seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi lembaga yang
berwenang membuat peraturan/kebijakan?

a. Sangat besar

b. Besar

c. Kurang besar

Apakah ada pelibatan masyarakat dalam pembentukan hukum HAM?
a. Ada
Bila ada, dalam bentuk apa?




KUESIONER
Bidang Lingkungan Hidup

Berapa kali pelibatan tersebut dilakukan?
a. Satu kali
b. Lebih dari 1 kali

Siapa saja yang dilibatkan?
a. Tokoh masyarakat
b. Tokoh agama
c.LSM

d. Perguruan tinggi
e. Lainnya, sebutkan

b. Tidak ada pelibatan masyarakat

14. Apakah materi hukum HAM tersebut disosialisasikan?
a. Ya b. Tidak
Bila Ya, melalui apa?

Dalam bentuk Lembaran Daerah

Media cetak

Media elekironik

Internet

Diumumkan di depan kantor SKPD

Disebarkan melalui RT/RW

Melalui kegiatan sosialisasi khusus

Lainnya, sebutkan

SQ 0000

15. Apakah materi yang disampaikan dalam sosialisasi sudah cukup jelas dan
dapat dipahami?
a. Sangat jelas dan dipahami
b. Jelas dan dipahami
c. Kurang jelas dan kurang dipahami
d. Tidak jelas dan sulit dipahami

16. Apakah materi yang disampaikan dalam berbagai media tersebut
konsistene
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

17. Bagaimana kondisi struktur kelembagaan penegak hukum HAM:
1. Sarana/fasilitas
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

2. Ketanggapan
a. Sangat baik
b. Baik
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c. Kurang baik
d. Tidak baik

3. Etos kerja
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang baik
d. Tidak baik

4. Profesionalisme
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oaQa

5. Integritas
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oQ

6. Koordinasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

aooaoa

7. Standar Operasional Prosedur
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

8. Fragmentasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Q0oTQa

18. Apakah Bapak/lbu/Sdr mengetahui tentang hukum HAM yang mengatur
bidang lingkungan hidup:
a. Ya
b. Tidak

19. Bila ya, apakah Bapak/lbu/Saudara memahami materi
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Sangat paham
b. Paham
c. Kurang paham
d. Tidak paham
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20. Apakah masyarakat mau mematuhi  peraturan/kebijokan tersebut
dengan sukarela?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

21. Apakah masyarakat mau melaksanakan setiap ketentuan dalam
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

Terima kasih atas kerja sama/bantuan Bapak/Ibu, mudah-mudahan
penelitian ini bermanfaat.
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INSTANSI

NAMA

ALAMAT

RESPONDEN

NOMOR

NAMA

JABATAN

USIA

DOMISILI

SURVEYOR

NAMA

TANGGAL SURVEY

Catatan: Identitas responden tidak akan dikemukakan dalam laporan
penelitian

1.

Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah sudah ada Perda-perda
yang terkait dengan HAM?

a. Sudah ada

b. Belum ada

Bila sudah ada, Perda-perda tentang apa saja?

Bila belum ada vyang berbentuk Perda, apakah sudah ada
peraturan/kebijakan lain yang mengatur HAM?2 Apa bentuknya?

a. Peraturan Kepala Daerah

b. Program kerja SKPD

c. Lainnyq, sebutkan

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di fingkat nasional?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai
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Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan tujuan hakiki
dari hukum HAM?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah materi perda-perda tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Kepentingan siapa yang menjadi prioritas dalam peraturan tersebut?
a. Masyarakat

b. Pemerintah Daerah

c. Pemerintah Nasional

d. Lainnyaq, sebutkan

. Sepengetahuan Bapak/lbu/Saudara, apakah dalam menyusun materi

peraturan/kebijakan tersebut sudah melibatkan pihak-pihak yang memiliki
keahlian di bidang terkaite

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Apakah dalam pembentukan peraturan/kebijakan didasari oleh naskah
akademik?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Kepentingan-kepentingan apa yang dapat mempengaruhi lembaga
pembuat peraturan/kebijakan?

a. Politik

b. Ekonomi

c. Adat/budaya

d. Agama

e. Lainnyq, sebutkan

Seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi lembaga yang
berwenang membuat peraturan/kebijakan?

a. Sangat besar

b. Besar

c. Kurang besar

Apakah ada pelibatan masyarakat dalam pembentukan hukum HAM?
a. Ada
Bila ada, dalam bentuk apa?
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Berapa kali pelibatan tersebut dilakukan?
a. Satu kali
b. Lebih dari 1 kali

Siapa saja yang dilibatkan?
a. Tokoh masyarakat
b. Tokoh agama
c.LSM

d. Perguruan tinggi
e. Lainnya, sebutkan

b. Tidak ada pelibatan masyarakat

14. Apakah materi hukum HAM tersebut disosialisasikan?
a. Ya b. Tidak
Bila Ya, melalui apa?

Dalam bentuk Lembaran Daerah

Media cetak

Media elekironik

Internet

Diumumkan di depan kantor SKPD

Disebarkan melalui RT/RW

Melalui kegiatan sosialisasi khusus

Lainnya, sebutkan

SQ 0000

15. Apakah materi yang disampaikan dalam sosialisasi sudah cukup jelas dan
dapat dipahami?
a. Sangat jelas dan dipahami
b. Jelas dan dipahami
c. Kurang jelas dan kurang dipahami
d. Tidak jelas dan sulit dipahami

16. Apakah materi yang disampaikan dalam berbagai media tersebut
konsistene
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

17. Bagaimana kondisi struktur kelembagaan penegak hukum HAM:
1. Sarana/fasilitas
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

2. Ketanggapan
a. Sangat baik
b. Baik
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c. Kurang baik
d. Tidak baik

3. Etos kerja
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang baik
d. Tidak baik

4. Profesionalisme
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oaQa

5. Integritas
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Qo0oQ

6. Koordinasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

aooaoa

7. Standar Operasional Prosedur
a. Ada
- Lengkap
- Tidak lengkap
b. Tidak ada

8. Fragmentasi
Sangat baik
Baik

Kurang baik
Tidak baik

Q0oTQa

18. Apakah Bapak/lbu/Sdr mengetahui tentang hukum HAM yang mengatur
bidang ketenagakerjaan:
a. Ya
b. Tidak

19. Bila ya, apakah Bapak/lbu/Saudara memahami materi
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Sangat paham
b. Paham
c. Kurang paham
d. Tidak paham
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20. Apakah masyarakat mau mematuhi  peraturan/kebijokan tersebut
dengan sukarela?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

21. Apakah masyarakat mau melaksanakan setiap ketentuan dalam
peraturan/kebijakan tersebut?e
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak mau

Terima kasih atas kerja sama/bantuan Bapak/Ibu, mudah-mudahan
penelitian ini bermanfaat.
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